Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 114 TAHUN 2023
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa dampak reformasi birokrasi dalam mendukung
capaian sasaran pembangunan nasional dan daya
saing Indonesia dalam kancah internasional belum
optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan
sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan
dicapai pada level dampak dengan level fokus
pelaksanaan reformasi birokrasi;

bahwa dalam penajaman sebab akibat dan
penyalarasan kondisi diperlukan perubahan substansi
terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi,
kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus
pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman
indikator reformasi birokrasi;

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2020-2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota
Banjarmasin Tahun 2023-2024;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun



1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



10.

11.

12.

13.

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan
Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 590);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 223);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin {(Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
10);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);



Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023-2024.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Daerah adalah Kota Banjarmasin.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang
birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan
melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah
bertahap, konkret realistis, sungguh-sungguh, berpikir
di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan
dengan upaya luar biasa.

Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja
rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
dalam waktu 2 (dua) tahun mendatang.

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Reformasi
Birokrasi adalah langkah-langkah rinci yang diambil
untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka
pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah
Daerah tahun 2023-2024.

. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam ‘
kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan

terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan
oleh satu atau beberapa unit organisasi ataupun dalam
rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai
sasaran tertentu.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam kurun waktu
tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi sesuai



11.

12.

13.

dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan
dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk
mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang
telah ditetapkan.

Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan
pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta
mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk
diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan
realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil
(outcome) terhadap rencana dan standar.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai berikut:

a.

sebagai pedoman rencana kerja bagi Pemerintah
Daerah dalam melaksanakan percepatan Reformasi
Birokrasi; dan

sebagai pedoman mengenai penajaman Road Map
Reformasi Birokrasi untuk mencapai tujuan dan
Sasaran strategis Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2023-
2024 bertujuan sebagai berikut:

a.

b.

mempercepat pencapaian tujuan dan Sasaran strategis
Reformasi Birokrasi;

mendapatkan Road Map Reformasi Birokrasi yang lebih
komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan;
mendapatkan Road Map Reformasi Birokrasi yang
mampu menciptakan integrasi pelaksanaan Reformasi
Birokrasi yang sinergis dalam pemerintahan sehingga
mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi
Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-
2026; dan

menjadi panduan bagi Perangkat Daerah untuk
melaksanakan tahapan dalam mencapai tujuan dan
Sasaran strategis Reformasi Birokrasi.

BAB III
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

(1) Arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

terdiri dari:



a. Reformasi Birokrasi General; dan
b. Reformasi Birokrasi Tematik.

(2) Reformasi Birokrasi General sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mendukung
percepatan pelaksanaan agenda pembangunan
nasional.

(3) Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk
memperbaiki manajemen internal seluruh instansi
pemerintah.

Pasal 5

Sasaran  strategis Reformasi  Birokrasi  General

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai

berikut:

a. terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang
efektif, lincah, dan kolaboratif; dan

b. terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan
Aparatur Sipil Negara yang profesional.

Pasal 6

Tema  pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebagai
berikut:

pengentasan kemiskinan;

peningkatan investasi;

digitalisasi administrasi pemerintahan;

percepatan prioritas aktual presiden, yaitu peningkatan
penggunaan Produk Dalam Negeri dan pengendalian
Inflasi.

a0 op

Pasal 7

Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi
Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dilaksanakan selama waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 8

Perangkat Daerah menyusun dan melaksanakan agenda
Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Road

Map yang dituangkan dalam Rencana Aksi Reformasi
Birokrasi.

Pasal 9

Uraian Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota
Banjarmasin tahun 2023-2024 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.



Pasal 10

(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di  lingkungan  Pemerintah = Daerah
dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kota Banjarmasin.

(2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan setiap tahun yang
menggunakan hasil evaluasi dan penilaian dari Tim
Reformasi Birokrasi Nasional.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan
Wali Kota Banjarmasin Nomor 102 Tahun 2021 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota
Banjarmasin Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 102), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3¢ sgustus 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

s

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal 0 4 us

tus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

/
IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 11



BAB V
PENUTUP

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan untuk menciptakan
pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani
masyarakat secara cepat, tepat, professional, serta bersih dari praktek KKN.
Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap penyelenggaraan pemerintahan,
baik Pemerintah Kota Banjarmasin maupun Perangkat Daerah agar manfaat
keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah
tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak bagi
Pemerintah Kota Banjarmasin dan Perangkat Daerah untuk terus

meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat
yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan RB untuk semakin adaptif dan
lincah. Adanya penajaman Road Map RB pun bertujuan untuk menjawab hal
tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu, penajaman tujuan dan
sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada
isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator RB. Adapun aspek penajaman RB
tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan RB yang merupakan
tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan
komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh perangkat daerah di

Kota Banjarmasin.

WALI KOTA BANJARMASIN,

-4

IBNU SINA



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ‘4 TAHUN 2023

TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023-2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023-2024

BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek yakni kelembagaan,
ketatalaksanaan dan sumberdaya aparatur, selain itu reformasi birokrasi juga
digunakan untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan
meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan
akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan
kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan
meningkatkan kepercayaan masyarakat (public trust building) kepada
pemerintah serta menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan dengan
membentuk aparatur negara yang profesional.

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah
dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang
semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang
berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya
Pembangunan Nasional, khususnya Pembangunan Daerah. Dengan kata lain,
RB merupakan sebuah instrumen alat (tools) dalam rangka percepatan
pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional umumnya,
Pembangunan Daerah khususnya.

Pada akhir periode Grand Design RB Tahun 2010-2025 yang tertuang
dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan
telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata
kelola pemerintahan (governance), semakin baik pula hasil pembangunan
(development outcomes). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan
nyata yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin yang

manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan,



pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada
kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan RB telah memasuki
periode Road Map terakhir Grand Design RB Tahun 2010-2025, hasil yang
ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada
proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung
dirasakan masyarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB di Kota Banjarmasin dapat dilihat
dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi
perencanaan, konteks Road Map RB 2020-2024 yang ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, perlu peningkatan mengakselerasi tata kelola
pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional
umumnya dan pembangunan Kota Banjarmasin khususnya, serta pencapaian
daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB perlu
peningkatan agar bisa dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret
bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi
Nepotisme (KKN).

Perencanaan dan pelaksanaan RB sudah dilakukan secara kolaboratif
oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga perlu peningkatan fokus
pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga untuk
peningkatan RB perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map RB 2020-
2024. Penajaman Road Map ini juga untuk membantu mempercepat
pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari Road Map RB
2020-2024 adalah sebagai berikut :

1) Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam Road Map
RB Nasional umumnya dan RB daerah khususnya yang sepenuhnya
mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan
pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi,
dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.

2) Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi
Pemerintah (cross cutting issue), sehingga memerlukan strategi RB untuk
mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi.
Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling
berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.

3) Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan

sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui



4)

perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain
kemiskinan dan investasi.

Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (fragmented) khususnya
antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB
yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan
dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan

penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

1.2. Tujuan Penajaman Road Map RB

Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya,

maka perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map RB Nasional Tahun
2020-2024, yaitu :

1)

2)

3)

Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB

Penajaman Road Map RB 2020-2024 bertujuan untuk mengakselerasi
pelaksanaan RB sehingga tujuan dan sasaran strategis RB dapat dirasakan
secara signifikan oleh masyarakat. Capaian RB pada dua periode Road Map
RB 2020-2024 sebelum penajaman menunjukkan bahwa upaya perbaikan
tata kelola telah meningkat di Pemerintah Daerah. Road Map RB 2020-
2024 sebelum penajaman disusun sebelum munculnya pandemi dan belum
mengakomodir tujuan utama Road Map pada Grand Design. Melalui
penajaman Road Map RB 2020-2024 ini, dapat fokus pada perbaikan
internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian agenda
Pembangunan Nasional.
Mendapatkan Road Map RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan
kebutuhan

Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Pelaksanaan RB tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan
umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon
permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan
lingkungan strategis dalam skala nasional maupun global juga harus
menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan RB. Kebijakan RB perlu
disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan
yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap
tatanan kehidupan masyarakat.
Mendapatkan Road Map RB yang mampu menciptakan integrasi dan
orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan



Penajaman Road Map RB 2020-2024 dilakukan untuk mengurangi silo

(fragmented) antar Instansi Pemerintah. Pelaksanaan RB memerlukan
kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur
pemerintah maupun luar pemerintah. Kementerian/lembaga yang menjadi
koordinator pengampu (leading institution) pelaksanaan RB juga perlu
didorong untuk mewujudkan ukuran-ukuran yang lebih logis, holistik,
berorientasi hasil, serta tidak duplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut,
melalui penajaman Road Map RB 2020-2024, seluruh Instansi Pemerintah
diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian

tujuan Pembangunan Nasional.

1.3. Isu Strategis RB
RB menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada

tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2024.
Isu- isu strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman Road
Map RB.

1.3.1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang

terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.

Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah
lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan
dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut :

1) Birokrasi yang Kolaboratif

2)

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus
berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat
berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB.
Peran yang silo menjadi tantangan dalam perencanaan dan
pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk
meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi
dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (goal setting) dan
strategi pelaksanaan RB.

Transformasi Digital yang Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja
birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah

dilaksanakan, komitmen pimpinan di pemerintah daerah menjadikan




3)

SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang
dibangun pemerintah daerah perlu ditingkatkan. Oleh karena itu
diperlukan penguatan dan peningkatan implementasi SPBE secara
berkelanjutan.
Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum
tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang
terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan
dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi.
Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara
mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan
menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang
sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang
sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada
hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan
dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk
mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk
pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan
Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja
Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan
telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi
Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya
melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi
yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan
perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat

ditugaskan secara flexible, changeable, dan moveable, dengan

4)

pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam
kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan
organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut
untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya,
dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga
dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.
Peningkatan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan

Peningkatan Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan
masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih
adanya temuan penyimpangan. Kelemahan system pengawasan

mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas.



S)

Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
Peningkatan Implementasi Budaya Birokrasi BerAKHLAK

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil
Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang
terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang
ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel,
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya
integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut
dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku
menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan
pengungkit. Sosialisasi dan peningkatan internalisasi nilai BerAKHLAK
di seluruh Perangkat Daerah, sehingga pemahaman makna nilai
BerAKHLAK dapat merata pada ASN di seluruh perangkat daerah.
Oleh karena itu, dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai
BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

1.3.2. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di

masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu

strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu
strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang
berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut :

1)

Pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan

Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengerahkan sumber daya
anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program
pengentasan kemiskinan. Adapun total anggaran program
pengentasan kemiskinan pada tahun 2022 mencapai Rp.
21.293.509,935. Adapun pada tahun 2022 terjadi penurunan angka
kemiskinan angka kemiskinan 0,15% dari 4,89% (2021) menjadi
4,74% (2022).

Meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan, namun hal
tersebut masih belum cukup untuk mengurangi angka kemiskinan di
Kota Banjarmasin. Selain sumber daya anggaran yang besar, juga
dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas antar perangkat daerah untuk
mencapai target yang diinginkan.



2)

3)

4)

Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Tantangan global membawa potensi yang mengarah pada krisis
pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara
membutuhkan investasi. Salah satu faktor yang berpengaruh pada
kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan
berinvestasi. Upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Banjarmasin
dalam pencapaian tersebut adalah dengan melaksanakan
pengembangan iklim penanaman modal dengan penyediaan peta
potensi dan peluang usaha, melaksanakan promosi penanaman
modal, serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan
penanaman modal.
Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan public

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri
VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) menuntut
seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara agile,
adaptive, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi,
masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan
pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong
terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat
mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.
Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu
negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak
terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-
harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku
bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan
peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka
kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk
menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang
kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.




BAB Il
GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kota Banjarmasin
memiliki panduan yakni Perpres Nomor 81 tahun 2020 Tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024. Kebijakan reformasi birokrasi dilaksanakan
dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan
merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pembangunan nasional.
Reformasi Birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan
publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah,
serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Implementasi reformasi birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin pada
periode 2021-2026 telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini tampak
pada indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin pada tahun
2021 dan 2022, dimana indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kota
Banjarmasin adalah 69,51 pada tahun 2021 dan 68,59 pada tahun 2022,
dengan kategori B yang diinterpretasikan dengan predikat Cukup Baik, dengan
rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

Tabel 2.1.
No. Komponen Penilaian Bobot 2021 2022
A. | Komponen Pengungkit
I. Pemenuhan 20,00 13,35 13,28
II. Hasil Antara Area Perubahan 10,00 6,37 6,40
III. Reform 30,00 18,27 18,00
Total Komponen Pengungkit 60,00 37,99 37,68
B. | Komponen Hasil
1. [ Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 10,00 8,01 7,98
2 | Kualitas Pelayanan Publik 10,00 8,64 8,53
3 | Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN 10,00 8,33 8,29
4 |Kinerja Organisasi ' 10,00 | 6,55 6,11
Total Komponen Hasil 40,00 31,53 30,91
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit +
Hasil) 100,00 | 69,51 68,59




Beberapa capaian dari pelaksanaan RB sampai akhir tahun 2022 adalah

sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

Penyederhanaan Birokrasi Dua Level

Penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan
dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien,
dan dinamis dalam pengambilan keputusan. Terdapat 238 jabatan
pengawas yang dialihkan ke jabatan fungsional dari 259 jabatan yang
disetujui dengan 21 jabatan yang kosong, setelah melalui proses
pengusulan dan pemberian pertimbangan tertulis untuk penyederhanaan
birokrasi.

Digitalisasi birokrasi melalui penerapan SPBE yang terintegrasi

Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan
yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang
berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi kepada pengguna layanan. Penerapan SPBE diharapkan dapat
mendorong perbaikan pelayanan publik. Pemerintah Kota Banjarmasin
pada tahun 2022 mendapat capaian Indeks SPBE dengan nilai 3,31 dengan
kategori “Baik”.

Efisiensi APBN/APBD Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP merupakan manajemen kinerja sektor publik yang memadukan
dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan
sistem pelaporan kinerja sehingga memastikan keselarasan dalam rangka
pencapaian kinerja Instansi Pemerintah. Capaian SAKIP Pemerintah Kota
Banjarmasin pada tahun 2022 adalah 71,20 dengan mempertahankan
predikat BB dari tahun 2018 hingga 2022.

Penguatan Pengawasan melalui pembangunan Zona Integritas

Unit kerja yang meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/ WBBM) adalah unit
kerja yang pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen kuat
untuk membangun unit kerja percontohan dalam hal pemberantasan
korupsi dan pelayanan publik yang prima. Unit Kerja pada Pemerintah
Kota Banjarmasin yang meraih predikat WBK yaitu DPMTPSP dan
Disdukcapil. Meskipun belum mencapai WBBM, diharapkan perangkat
daerah mampu untuk mengembangkan pelayanan yang lebih berkualitas
menuju pelayanan yang prima dalam rangka penyelenggaraan reformasi
birokrasi.



Selain itu, progres capaian RB juga dapat dilihat melalui Indeks RB.
Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan pemerintah daerah dalam
menciptakan birokrasi yang berkualitas. Pada Gambar 2.1. disajikan grafik

nilai Indeks RB selama lima tahun terakhir.

66.68 66.7 e
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Gambar 2.1 Nilai Indeks RB Tahun 2018-2022

Berkaitan dengan capaian pembangunan daerah, pelaksanaan RB juga
diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah utama yang
terjadi pada masyarakat, seperti : pengentasan kemiskinan, penguatan usaha
mikro kecil menengah (UMKM) dan pariwisata, peningkatan investasi, serta
isu-isu strategis lainnya. Berdasarkan data dari BPS, persentase angka
kemiskinan di Kota Banjarmasin dalam sepuluh tahun terakhir sebagaimana

terlihat pada gambar berikut :
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Gambar 2.2 Angka Kemiskinan dalam 10 tahun terakhir
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin

Berdasarkan data tersebut diatas, terjadinya peningkatan pada tahun
2020 hingga 2021 disebabkan pandemi Covid-19 yang mengakibatkan
kemiskinan menjadi meningkat. Namun pada tahun 2022, Kota Banjarmasin
kembali bangkit dengan terbuktinya terjadi penurunan angka kemiskinan.

Angka investasi dalam aspek PMA dan PMDN Kota Banjarmasin dalam
kurun empat tahun (2019 s.d 2022), namun masih perlu ditingkatkan lagi

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Banjarmasin yang lebih baik

lagi.
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Gambar 2.3 Perkembangan PMA dan PMDN Kota Banjarmasin (2019-2022)
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Melihat data kemiskinan dan investasi di atas, perbaikan tata Kelola
pemerintahan melalui pelaksanaan RB diharapkan dapat mengoptimalkan
hasil pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi

di Kota Banjarmasin.



BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

3.1. Penajaman terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Reformasi Birokrasi

Fokus penajaman Road Map RB 2020-2024 ini adalah mempertajam
tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap
Pembangunan Daerah, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai
isu dan permasalahan khas Kota Banjarmasin.

Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu
tata Kelola pemerintahan yang berkontribusi signifikan dalam capaian
Pembangunan Daerah, adanya tindak pidana korupsi yang terjadi,
peningkatan kualitas pelayanan publik. Strategi yang akan digunakan untuk
menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital
yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi
yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih
profesional.

Gambaran fokus penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam Road
Map RB 2020-2024 setelah penajaman dibandingkan dengan Road Map RB
2020-2024 sebelum penajaman diilustrasikan dalam Gambar 3.1 berikut :
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Gambar 3.1 Perbandingan Kerangka Pelaksanaan RB
Sumber : Kemenpan RB

3.1.1. Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman adalah
“Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong
pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan RB harus
diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang

beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan



kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas
pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN,
serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara
lainnya.

Kinerja Pelaksanaan RB dicerminkan dengan pencapaian target
kinerja sesuai dengan jenjang kinerja. Target kinerja pada tingkat
pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB sampai tahun 2024
dinyatakan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Target Kinerja Tujuan RB

Tujuan RB 2020- . . Baseline Target
No. 2024 Indikator Tujuan 2022 2024
1. | Terwujudnya Capaian Indeks 68.59 (B) | 74.00
birokrasi yang Reformasi Birokrasi (BB)
bersih, elektif dan | Pemerintah Daerah
berdaya saing Capaian Indikator
mendorong Kinerja
pembangunan Pembangunan:
nasional dan a. Angka 4.74 4.32
pelayanan publik Kemiskinan
b. Pertumbuhan 4.84 % 2%
Investasi
c. Tingkat Inflasi 6.98 3.00-4.00
d. Penggunaan
Produk Dalam
Negeri

3.1.2. Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi

Pada Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman, sasaran
strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek hard
element adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai
perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana,
cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan
aspek soft element berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan
sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis RB adalah sebagai
berikut :

1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan

kolaboratif sebagai aspek hard element. Sasaran ini berkaitan dengan



2)

tata kelola pemerintahan (governance) yang mampu
mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui
penciptaaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan
pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi
dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan
strategis yang berciri VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity,
Ambiguity). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola
pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan
komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata
kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang
berkualitas.

Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang
profesional sebagai aspek soft element. Sasaran ini berkaitan dengan
budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan,
akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam
pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang
berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki
komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing

yang tinggi.

Tabel 3.2 Target Kinerja Sasaran Strategis RB

. Indikator
Sasaran Strategis Baseline Target
No. Sasaran
RB 2020-2024 2022 2024
Strategis
Terciptanya tata Indeks SPBE 3.31 (Baik) | 3.30 (Baik)
kelola Capaian
pemerintahan Akuntabilitas
digital yang lincah, | Kinerja
kolaboratif, dan - Nilai SAKIP 71.20 (BB) | 82.00 (A)
akuntabel
Capaian
Akuntabilitas
Keuangan
- Opini BPK WTP WTP
2. | Terciptanya Nilai Survei
Budaya Birokrasi Employer - -
BerAKHLAK Branding




dengan ASN yang [ Nilai Survei
Profesional Indeks 62
BerAKHLAK
Nilai Survei
Penilaian 82.86 85

75
(A)(Sehat)

Integritas

Nilai Survei
Kepuasan 87.64 88
Masyarakat

3.1.3. Penajaman terhadap Kegiatan Utama

Pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang
dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang
dikenal dengan dengan delapan area perubahan. Delapan area
perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan,
Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur,
Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik. Pada Road Map RB 2020-2024 setelah
penajaman, kegiatan RB tidak akan dikaitkan dengan delapan area
perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan
Percepatan (acceleration). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang
dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta
kegiatan-kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun
sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

3.1.4. Penajaman terhadap Fokus Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Ekspektasi Presiden, masyarakat, dan dunia usaha atas
pelaksanaan RB adalah menciptakan hasil/ dampak yang dapat
dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan
faktual. RB juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu
hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di
internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang
muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas
Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, Road Map RB 2020-
2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua
fokus yang disebut dengan “double track”, yaitu fokus penyelesaian isu



hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir
yang disebut dengan RB Tematik.

3.1.5.Penajaman terhadap Ukuran Keberhasilan atau Indikator

Reformasi Birokrasi

Penajaman terhadap ukuran keberhasilan atau indikator RB
dilakukan dengan menetapkan ukuran keberhasilan yang relevan untuk
menggambarkan tujuan dan sasaran strategis RB serta menyinergikan
beberapa indikator yang beririsan.

Untuk menunjukkan efektivitas RB dalam mengungkit
Pembangunan Nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat,
maka ditentukanlah indikator tujuan yang berkualitas dampak (impact)
yaitu terkait peningkatan capaian beberapa indikator Pembangunan
Nasional dan daya saing global, dan indikator sasaran yang berkualitas
hasil (outcomes) yaitu terkait hasil (outcomes) dari perbaikan tata kelola
pemerintahan (governance) pada tingkat intermediate outcomes dan
immediate outcomes pada aspek-aspek kunci birokrasi. Indikator yang
digunakan merupakan ukuran yang dianggap paling reliabel dan relevan
untuk mengukur tingkat implementasi dan hasil, bukan sekedar
mengukur pemenuhan dan aspek administratif semata. Pengjaman
indikator juga dilakukan dengan mendorong sinergi, integrasi, dan
penyederhanaan berbagai ukuran keberhasilan untuk menghindari
adanya duplikasi pengukuran pada lebih dari satu ukuran keberhasilan
dan mendorong ukuran yang berkualitas hasil, bukan proses yang rigid.
Sehingga Indikator RB dapat memenuhi indikator yang spesific,
measurable, achievable, relevant, and time-bound (SMART) dan
berorientasi pada hasil (outcome).

Beberapa permasalahan terkait implementasi indikator RB adalah
sebagai berikut :

1) Belum terdapat peta keterkaitan antar komponen indikator indeks;

2) Masih terdapat redudansi duplikasi antar komponen indikator
indeks;

3) Komponen indikator indeks masih banyak berfokus pada proses yang
rigid,

4) Metode pengumpulan data indikator indeks kepada masing-masing
pemerintah daerah menggunakan metode self assessment dengan

aplikasi masing-masing yang waktunya bersamaan;



5) Metode penyampaian informasi hasil kepada masing-masing instansi

yang dinilai belum terstandar.

Sinergi, integrasi, dan penyederhanaan indikator dilakukan dengan
menganalisis komponen-komponen indikator indeks antara lain terkait
beberapa hal, yaitu: 1) relevansinya dengan hasil yang akan diukur, 2)

tidak fokus pada proses tetapi pada hasil, 3) penyederhanaan

pengukuran, 4) sinergi/integrasi komponen yang memiliki kesamaan
integrasi

sinergi, dan

indikator

atau irisan. Pelaksanaan penyederhanaan,
dilakukan oleh Perangkat Daerah pengampu
melibatkan Kementerian PANRB.
Tabel 3.3 Penggunaan Indikator Hasil Antara Road Map RB Sebelum
Penajaman dan Road Map RB Setelah Penajaman

dengan

Indikator Hasil

Dalam Road Map
Antara dalam . . .
Area Perubahan Road Map RB Kondisi sampai RB 2020-2024
Sebelum 2021 Set-elah
Penajaman Penajaman
M . . Indeks
anajemen Kepemimpinan . Indikator 1 tidak
Perubahan Pexl')ub ahalx?l Belum tersedia dilanjutkan
. Indeks
Penataan Reformasi Indikator 2 dan 3
Peraturan Hukum dilanjutkan,
Perundangan / . Indeks Sudah tersedia | disinergikan, dan
Derggulam Kualitas disederhanakan,
Kebijakan Kebijakan untuk mengukur
genate}an y Indeks Dilanjutkan dan
rganisasi . . disinergikan
Kelembagaan Kelembagaan Belum tersedia dengan Indikator
5
Penataan . Indeks SPBE Indikator 5 s.d 8 | Indikator 5
Tatalaksana sudah tersedia | dilanjutkan
. Indeks Indikator 6 s.d 8
Pengawasan dilanjutkan,
Kearsipan disederhanakan
. Indeks dan disinergikan
Pengelolaan ke dengan
Keuangan Indikator 5
. Indeks
Pengelolaan
Aset
. Indeks ) .
Pemerintahan Indikator 9 Indikator 9 tidak
Daerah belum tersedia | dilanjutkan
Sisten} 10. Indeks Indikator 10 s.d | Indikator 10 s.d
Manajemen Profesionalitas 12 sudah 12 diintegrasikan
Sumbe.r Daya ASN tersedia ke dalam
Manusia 11. Indeks Sistem Indikator 11
Merit




Indikator Hasil Dalam Road Map
Antara dalam isi i | RB2020-2024
Area Perubahan Road Map RB Kond1zs(1)2s ?mpeu Setelah
Sebelum Penajaman
Penajaman
12. Indeks Tata
Kelola
Manajemen
ASN
Penguatan 13. Nilai SAKIP Indikator 13 Indikator 13 dan
Akuntabilitas sudah tersedia | 14 dilanjutkan,
disinergikan,
14. Indeks Indikator 14 disederhanakan
Perencanaan sudah tersedia
Pembangunan
Pengawasan 15. Maturitas SPIP | Indikator 15-19 | Indikator 15
sudah tersedia | dilanjutkan,
disinergikan
dengan Indikator
13 dan 14
16. Kapabilitas Indikator 16
APIP (IACM) diintegrasikan
dengan Indikator
15
Indikator 17
17. Opini BPK dilanjutkan dan
ditambah tindak
lanjut
rekomendasi
hasil audit
Indikator 18
18. Ilgecll:;:ls Tata d{lan_]u tkan,
Pengadaan d{Sf:derl?anakan,
Barang & Jasa &m%gn
19. Indeks paikator 19
Persepsi Anti g o
> dengan Nilai
Korupsi hasil Survei
Penilaian
Integritas
Pelayanan Publik (20. Indeks Indikator 20 dan
Pelayanan 21 dilanjutkan,
Publik disinergikan
21. Tingkat
Kepatuhan
Terhadap Indikator 20-22
Standar sudah tersedia
Pelayanan
Publik
22. Survei Indikator 22
Kepuasan dilanjutkan,
Masyarakat disempurnakan

Sumber : Kementerian PANRB




3.2. Perencanaan RB General

RB General merupakan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan untuk
mempercepat terciptanya birokrasi digital. Birokrasi digital diyakini sebagai
strategi paling cepat untuk menciptakan pemerintahan yang lebih lincah,
responsif, dan adaftif sehingga mampu mendorong percepatan berbagai
program pembangunan nasional, meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih
cepat dan mudah, serta menekan terjadinya penyimpangan yang sangat
mungkin terjadi apabila dilakukan secara manual tanpa teknologi.

Pada Kebijakan percepatan terdapat Sembilan kebijakan birokrasi digital
yang ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih lincah, responsif,
dan adaptif. Sembilan kebijakan tersebut yang ditetapkan menjadi strategi
utama, yaitu :

1) Percepatan Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan Agile. Sasaran
dari  kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya Kebijakan
Penyederhanaan Birokrasi”. Melalui implementasi sistem kerja baruy,
birokrasi yang sangat hierarkis dan mengandalkan struktur yang sangat
rigid diharapkan berubah menjadi organisasi yang lebih lincah.
Transformasi ini dilakukan dengan memangkas struktur organisasi
menjadi dua tingkat (layer) serta menghilangkan sekat-sekat yang
menghambat koordinasi antar instansi.

2) Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional. Sasaran dari kebijakan ini
adalah “Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional”.
Kebijakan ini dilakukan untuk membangun kompetensi pada jabatan
fungsional (JF) dan membangun mekanisme kerja pasca penyederhanaan
birokrasi. Transformasi Jabatan Fungsional ditujukan agar JF lebih
berorientasi kepada kinerja output yang mendukung mekanisme kerja agile
organization yang lebih kolaboratif, fleksibel, dan dinamis baik di dalam
satu instansi maupun antar instansi pemerintah untuk memindahkan
orientasi ASN dari otoritas dan komando kepada fungsi dan kinerja serta
kolaborasi.

3) Percepatan Transformasi Squad Model. Sasaran dari kebijakan ini adalah
“Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model
fleksibel bagi pegawai ASN”. Melalui sistem kerja baru yang berbasis squad
team, organisasi diarahkan menjadi organisasi berbasis kinerja, karena
seorang ASN dapat bekerja lintas departemen, bahkan lintas instansi
sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

4) Percepatan Implementasi SPBE melalui Pembangunan SuperApps-Layanan
Digital Pemerintah Terintegrasi. Sasaran dari kebijakan ini adalah



S)

6)

7)

8)

“Terimplementasinya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional” yang menjadi
kerangka dasar dalam melakukan keterpaduan layanan digital pemerintah.
Untuk mendukung sasaran ini perlu dilakukan transformasi organisasi
yang didukung dengan digitalisasi manajemen ASN, hal ini dilakukan agar
manajemen kepegawaian dan manajemen kinerja antar instansi dapat
terkoneksi satu sama lain.

Percepatan Implementasi Manajemen Talenta dan Mobilitas SDM ASN.
Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terselenggaranya Manajemen Talenta
ASN yang Efektif dan Efisien”. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung
mekanisme kerja agile yang dapat dilakukan dengan kebijakan talenta dan
karir, melalui strategi akuisisi talenta, strategi klasifikasi talenta,
penyiapan talent pool, strategi mobilitas talenta, strategi pengembangan
talenta, strategi retensi talenta dan strategi suksesi yang baik.

Penguatan Kerja Kolaboratif (collaborative working) berbasis kinerja melalui
SAKP Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP). Sasaran dari
kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya Sistem Perencanaan,
Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi
Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah”.
Kebijakan ini dilakukan untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi antar
lembaga agar pencapaian sasaran RB dapat lebih terasa dampaknya pada
pencapaian tujuan/sasaran pembangunan nasional.

Pembangunan MPP dan MPP Digital Services. Kebijakan ini dilakukan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih prima, cepat,
dan efisien melalui penggunaan teknologi informasi yang murah dan
mudah diakses oleh masyarakat. Sasaran dari kebijakan ini adalah
“Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)”, yaitu berbagai
layanan yang bisa diakses masyarakat melalui dunia digital, sehingga
dapat meningkatkan efisiensi waktu, biaya, efektivitas kerja dan
transparansi bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat dan swasta.

Penguatan Pengawasan dengan four line of defense. Sasaran dari kebijakan
ini adalah “Meningkatnya Kualitas Pengawasan” yang dilakukan oleh
berbagai unsur, yaitu pengawasan manajerial secara berjenjang oleh
internal instansi, pengawasan fungsional oleh internal dan eksternal
instansi, pengawasan oleh masyarakat melalui pengaduan masyarakat,
serta optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan untuk perbaikan
berkelanjutan. Keempat unsur ini perlu kolaborasi dengan baik mulai dari

perencanaan, pelaksanaan dan monev tindak lanjut hasil pengawasan



9)

dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi. Sehingga
pelaksanaan dan hasil pengawasan dapat lebih efektif, efisien, dan
berdampak pada percepatan pencapaian tujuan, sasaran pembangunan
dan instansi serta penurunan praktek penyalahgunaan wewenang, korupsi,
kolusi, nepotisme (KKN).

Penguatan Kebijakan Publik berbasis bukti dengan Big Data dan Artificial
Intelligent, muara dari pemanfaatan teknologi atau SuperApps adalah
penyediaan data secara real time dan mutakhir yang dapat digunakan
sebagai basis pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan publik
berbasis kecerdasan buatan. Sasaran dari kebijakan adalah
“Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi”, yaitu setiap kebijakan
publik dan regulasi yang akan diterbitkan oleh instansi harus berdasarkan
pada bukti dari sumber data relevan dan valid sehingga kualitas kebijakan
yang akan diterbitkan dan diimplementasikan menjadi lebih efektif karena

ini

dapat menjadi solusi dalam setiap isu strategis yang menjadi latar belakang
terbitnya kebijakan dan regulasi.

Selain sembilan kebijakan birokrasi digital tersebut, terdapat kebijakan

percepatan lain yang perlu dipastikan keberlanjutannya. Kebijakan-kebijakan

percepatan ini diupayakan agar dapat berjalan secara bersamaan sehingga

fokus sasaran strategis RB dapat tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan
fokus arahan dan sasaran Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman.

3.2.1. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Kegiatan utama perlu didukung dengan anggaran Pemerintah
Daerah. Sehingga perlu menetapkan prioritas kegiatan utama untuk
menetapkan kegiatan utama yang perlu segera dilakukan.

Tabel 3.4 Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Sa Mandat Tingkat Skala
No ( Immes mdzE' ualte Kegiatan RB Keparahan Waktu Priorita
: Outcome) Utama General | (Implementa | (Mendesak) | s (Total
Nasional si rendah) Skor)
8S.1 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan
Akuntabel
S.1 | Terimplementasi | Penyederhanaa 10 2 3 15
kannya n Birokrasi
Kebijakan (Penyederhanaa
Penyederhanaan | n Struktur
Birokrasi Organisasi)/
transformasi
organisasi
berbasis
kinerja dan
agile
S.2 | Terimplementasi | Pelaksanaan 10 1 3 14
kannya Sistem Kerja
kebijakan sistem | Baru dengan
kerja baru model fleksibel
dengan model bagi Pegawai




Mandat Tingkat Skala
Sasaran Kegiatan RB Keparahan Waktu Priorita
No. (Immediate Utama General | (Implementa | (Mendesak) | s (Total
Outcome) Nasional | si rendah) Skor)
fleksibel bagi ASN
pegawai ASN
S.3 | Terimplementasi | Pelaksanaan 10 3 8 21
kannya Arsitektur
Kebijakan SPBE
Arsitektur SPBE
S.4 | Terimplementasi | Pelaksanaan 10 7 9 26
kannya Sistem Sistem
Perencanaan, Akuntabilitas
Penganggaran Kinerja Instansi
dan Informasi Pemerintah
Kinerja yang yang
Terintegrasi, terintegrasi
Berbasis
Teknologi
Informasi yang
Mendorong
Peningkatan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
S.5 | Terbangunnya Pelaksanaan 10 6 9 25
Pelayanan Publik | Pelayanan
Digital (Digital Publik Digital
Services)
S.6 | Meningkatnya Pembangunan 10 2 3 15
Kualitas Zona Integritas
Pengawasan di unit kerja
Penguatan 10 4 S 19
implementasi
sistem
pengendalian
intern
pemerintah
(SPIP)
Penguatan 10 4 6 20
Pengelolaan
Pengaduan
Masyarakat
Penguatan 10 1 1 12
Upaya
Pencegahan
Korupsi
5.7 | Meningkatnya Pelaksanaan 10 2 3 15
Kualitas Tata Kelola
Kebijakan dan Kebijakan
Regulasi Publik
Pelaksanaan 10 1 3 14
Pembentukan
Peraturan
Perundangan-
undangan
S.8 | Meningkatnya Pelaksanaan 10 3 8 21
kualitas Arsip Digital
pengeloalaan Pelaksanaan 10 7 9 26
arsip digital dan | Data Statistik
data statistik Sektoral
sektoral
S.9 | Meningkatknya Penguatan 10 6 9 25
kualitas Pengadaan
pengadaan Barang dan
barang dan jasa | Jasa
pemerintah, Pemerintah
pengelolaan Penguatan 10 2 3 15
keuangan dan Pengelolaan

aset

Keuangan dan




Mandat Tingkat Skala
Sasaran Kegiatan RB Keparahan | Waktu | Priorita
No. (Immediate Utama General | (Implementa | (Mendesak) | s (Total
Outcome) Nasional si rendah) Skor)
Aset
SS.2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional
S.1 | Terwujudnya Penataan 10 3 8 21
percepatan Jabatan
transformasi Fungsional
jabatan
fungsional
S.2 | Terselenggaranya | Penguatan 10 4 8 22
manajemen Manajemen
talenta ASN yang | Talenta ASN
efektif dan
efisien
S.3 | Terwujudnya - - - - -
percepatan
peningkatan
kapasitas
pegawai ASN
S.4 | Terwujudnya - - - - -
rekrutmen
pegawai ASN
yang efektif dan
efisien
S.5 | Terwujudnya - - - - -
percepatan
transformasi
digital
manajemen ASN
S.6 | Terwujudnya Pengelolaan 10 3 7 20
sistem Kinerja Pegawai
kesejahteraan ASN
ASN yang adil,
layak, dan
berbasis kinerja
S.7 | Meningkatnya Penguatan 10 2 8 20
kepatuhan Sistem Merit
terhadap sistem | Pelaksanaan 10 1 8 19
merit dan sistem | Core Values
manajemen ASN | ASN
Pelaksanaan 10 1 1 12
Pelayanan
Publik Prima

Adapun target kinerja kegiatan utama RB yang dilaksanakan antara

lain :
Tabel 3.5 Target Kinerja Kegiatan Utama RB
Target
Kondisi Target Road Ma Unit/Satuan Kerja
. Indikator o8 P / 9
Kegiatan . Eksisti RPJMD RB Pelaksana
No. Kegiatan )
Utama ng Nasional
Utama
(2022) 2023 202 | 202 | 202 | Koordina | Pelaksa
4 3 4 tor na
1 | Penyederhan | Persentase 90.56% - - 920.5 | - Bagian Seluru
aan Birokrasi | Penyederhan 6% Organisa | h SKPD
(Penyederha | aan Struktur si
naan Organisasi Sekretari
Struktur at
Organisasi) / Daerah




Kondisi Target
Kegiatan Indi#ator Eksisti Target Road Map | Unit/Satuan Kerja
No. Utama Kegiatan ng RPJMD RB Pelaksana
Utama (2022) Nasional
transformasi
organisasi
berbasis
kinerja dan
agile

2 | Pelaksanaan | Tingkat - - - - 100 | Bagian Seluru
Sistem Kerja | implementasi % | Organisa | h SKPD
Baru dengan | kebijakan si
model sistem kerja Sekretari
fleksibel bagi | baru dengan at
Pegawai ASN | model Daerah

fleksibel bagi
pegawai ASN

3 | Pelaksanaan | Indeks SPBE 3.31 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.5 | Diskomi | Seluru
Arsitektur (Baik) | (Baik) | (Bai | (Bai | O nfotik | h SKPD
SPBE k) k) | (Ba
Nasional ik)

4 | Pelaksanaan | Indeks - - 93 94 | Bappedal | Seluru
Sistem Perencanaan itbang | h SKPD
Akuntabilitas | Pembanguna
Kinerja n
Instansi Nilai SAKIP 71.20 | 75.00 | 77.0 | 75.0 | 82. Bagian Seluru
Pemerintah (BB) (BB) 0 0 00 | Organisa | h SKPD
yang (BB) | (BB) | (A) si
terintegrasi Sekretari

at
Daerah

5 | Pelaksanaan | Implementasi - - - 1 - DPMPTS | Seluru
Pelayanan pelayanan P h SKPD
Publik publik digital
Digital

6 | Pembanguna | Jumlah unit - - - 3 4 | Inspekto | Seluru
n Zona kerja yang rat h SKPD
Integritas di | telah
unit kerja mendapat

predikat
Wilayah
Bebas

Korupsi

7 | Penguatan Tingkat 3 - - 3 3 | Inspekto | Seluru
Implementasi | maturitas rat h SKPD




) Kondisi Target .
Kegiatan Ind1¥<ator Eksisti Target Road Map | Unit/Satuan Kerja
No. Utama Kegiatan ng RPJMD RB Pelaksana
Utama (2022) Nasional
Sistem SPIP
Pengendalian
Intern
Pemerintah
(SPIP)

8 | Penguatan Tingkat 90% - 100 | 100 | Diskomi | Seluru
Pengelolaan | tindak lanjut % % nfotik | h SKPD
Pengaduan Laporan
Masyarakat | SP4N Lapor

9 | Penguatan Survei 82.86 - 82.9 | 83. | Inspekto | Seluru
Upaya Penilaian 2 00 rat h SKPD
Pencegahan | Integritas
Korupsi Eksternal

oleh KPK

Survei 79.84 - 79.9 | 80. | Inspekto | Seluru
Penilaian 3 00 rat h SKPD
Integritas

Internal oleh

KPK

10 | Pelaksanaan { Indeks - - 75 75 Bagian | Bagian
Tata Kelola Kualitas Hukum | Hukum
Kebijakan Kebijakan Sekretari | Sekreta
Publik at riat

Daerah | Daerah

11 | Pelaksanaan | Indeks - - 75 75 Bagian | Bagian
Pembentuka | Reformasi Hukum | Hukum
n Peraturan | Hukum Sekretari | Sekreta
Perundang- at riat
undangan Daerah | Daerah

12 | Pelaksanaan | Indeks 48.88 - 55 | 60 Dinas Seluru
Arsip Digital | Pengawasan Perpusta | h SKPD

Kearsipan kaan
dan
Kearsipa
n

13 | Pelaksanaan | Indeks 2.33 - 2.6 | 2.7 | Diskomi | Seluru
Data Pembanguna nfotik h SKPD
Statistik n Statistik
Sektoral

14 | Penguatan Indeks tata 68.7 - 72 73 Bagian Seluru
Pengadaan Kelola PBJ h SKPD




) Kondisi Target .
Kegiatan Indn#ator Eksisti Target Road Map | Unit/Satuan Kerja
No. Utama Kegiatan ng RPJMD RB Pelaksana
Utama (2022) Nasional
Barang dan | Pengadaan Sekretari
Jasa Barang dan at
Pemerintah Jasa Daerah
15 | Penguatan Opini BPK WTP WTP | WTP | WTP | WT | BPKPAD | Seluru
Pengelolaan P h SKPD
Keuangan Persentase 60% - - 75% | 90 | BPKPAD | Seluru
dan Aset Temuan BPK % h SKPD
yang telah
ditindaklanju
ti
16 | Penataan Indeks - - - 175 | 250 BKD, Seluru
Jabatan Sistem Merit Diklat | h SKPD
Fungsional
17 | Penguatan
Manajemen
Talenta ASN
18 | Pengelolaan
Kinerja
Pegawai ASN
19 | Penguatan
Sistem Merit
20 | Pelaksanaan | Indeks 62 - - 75 | 75 | Bagian | Seluru
Core Values | BerAKHLAK Organisa | h SKPD
ASN si
Sekretari
at
Daerah
21 | Pelaksanaan | Indeks 4.52 - - 475 | 5 Bagian Seluru
Pelayanan Pelayanan Organisa | h SKPD
Publik Prima | Publik si
Sekretari
at
Daerah
Tingkat 69.63 - - 86.9 | 90. | Bagian | Seluru
Kepatuhan 2 38 | Organisa | h SKPD
Terhadap si
Standar Sekretari
Pelayanan at
Publik Daerah
Survey 8764 | 87,85 | 88 89 | 90 | Bagian | Seluru
Kepuasan Organisa | h SKPD




Kondisi Target .
Kegiatan Indikator Eksisti Target Road Map | Unit/Satuan Kerja
No. Utama Kegiatan ng RPJMD RB Pelaksana
Utama {2022) Nasional
Masyarakat si
(SKM) Sekretari
at
Daerah

3.3. Penetapan Tema dan Target RB Tematik

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak
konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan
Nasional. Pelaksanaan RB Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak
diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat.

Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai
dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan
(debottlenecking) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat
dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik
yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola
tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran
kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan
masyarakat.

RB Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map RB 2020-2024
yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang
terbatas, ditetapkan empat (4) tema pelaksanaan RB Tematik yaitu :

1) Pengentasan Kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan
agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah
menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap
penurunan angka kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan akan
mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada
aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut
dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan
proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan
dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan
agar lebih tepat sasaran.

2) Peningkatan Investasi. RB Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk
mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya
saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law

dan meningkatkan indeks daya saing (competitiveness index). RB Tematik



3)

4)

peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan
berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan
proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan
dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan
agar lebih tepat sasaran.

Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Secara umum, pelaksanaan RB
Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk
menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital.
Dukungan RB Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan
berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan
nasional, misalnya penanganan stunting.

Percepatan Prioritas Aktual Presiden. Perbaikan dan penguatan tata kelola
yang dilakukan melalui pelaksanaan RB dilakukan untuk merespon dan
mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini
dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak
serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual Presiden yang

harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri
(PDN) dan pengendalian Inflasi.

3.3.1. Penetapan Prioritas Tema RB Tematik

Seperti halnya dengan kegiatan utama pada RB General, tema pada
RB Tematik juga perlu dibuatkan skala prioritas untuk menetapkan
prioritas tema yang perlu segera dikerjakan.



Tabel 3.6 Penetapan Tema RB Tematik

. Dampak
Kesesuaia P
Target Keparaha | terhada Potensi
Kondisi RPJMD/Renst Targ;l;goad Prior:itas n Kesejahtefaa yangSl Percfepata Nilai
No Target Indikator | Eksistin ra rpgMD | Masalah n dimiliki | ™ Kineja [ Total
Tahunan
g (2022) Masyarakat
2023 | 2024 | 2023 | 2024 _ . Skala 1-10
(1=sangat tidak sesuai ....... 10=sangat sesuai)
Persentase o
1 | Kemiskinan |Penduduk | 4.74% |*+35%|4.32%14.35%[4.32% | 8 9 8 8 43
Miskin
Pertumbuha
2 | Investasi n Nilai . 3.87 2.00 2.00 2.00 2.00 10 6 7 8 8 39
Investasi
Digitalisasi
Administrasi
Pemerintaha | Indeks
3 n SPBE 3.31 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 10 6 5 8 8 37
(Penurunan
Stunting)
Peningkatan | Persentase
penggunaan | Penggunaan
4 | produk Produk - - - 90% | 100% 8 5 6 7 8 34
dalam negeri | Dalam
(PDN) Negeri
. Tingkat 3.00- | 3.00- | 3.00- | 3.00-
5 | Inflasi Inflasi 6.79 | 400 | 4.00 | 4.00 |4.00 10 7 8 8 8 41




3.4. Identifikasi Masalah Tema RB Tematik

Setelah menetapkan tema RB Tematik, maka langkah selanjutnya

adalah mengidentifikasi masalah pada tema-tema tersebut. Dalam
mengidentifikasi masalah memerlukan kemampuan analisis masalah yang

baik, salah satu caranya bisa dilakukan dengan cara membuat fishbone

diagram. Diagram ini dinamakan fishbone karena bentuknya yang mirip

dengan struktur tulang ikan. Fishbone diagram adalah salah satu metode

untuk menganalisis akar permasalahan dan mengetahui risiko dari suatu

hal sejak awal.

A. Kemiskinan

Lapangan kerja yang tersedia

Kualltas SDM masih rendah %
tidak sesuai

informasi kemizkinan belum

Kuantitas ASN belum memadail

\
Mindier masyarakat bermental |
niskin

dimanfaatkan secara maksirr

keahlian

Tal

(eterbatasan kewenangan |
Pemenmtah Kota |

Belum optimalnya Perencanaan dan

Penurunan
kemiskinan

| | 4 i L Te || Kurangnya edukasi thd penambahan |
Belum optimalnys update data kemoskinan irishanasdiiim Eulonrea
Belum adanya verfikas data terkait warga
' Efek pandeml

miskin di lapangan | |
| Pendapatan dan pangeluaran yang |

Kepadatan penduduk tidak merata |
tidak seimbang

Eualitas Pendidikan tidak merata

Kurangnyn pemenuhan infrestruktur dan sanitas J' f

Gambar _3.-2“Diégx;‘am fishbone dalam penurunan kemiskinan

Tabel 3.7 Skala Potensi Penurunan Angka Kemiskinan

Faktor Penyebab

Banyak/
Sering
Terjadi

Dapat
Diintervensi

Biaya
Rendah

Skala
Potensi

Manusia

Kualitas SDM
masih rendah

6

7

5

18

Kuantitas ASN
belum memadai

6

6

4

16

Mindset
masyarakat
bermental miskin

6

14

Mesin

Lapangan kerja
yang tersedia tidak
sesuai keahlian

10

18

Sistem informasi
kemiskinan belum
dimanfaatkan
secara maksimal

25

Metode

Keterbatasan
kewenangan
Pemerintah Kota

25

Belum optimalnya
Perencanaan dan
penganggaran
pengentasan
kemiskinan

25




Banyak/
Faktor Penyebab Sering
Terjadi

Dapat Biaya Skala
Diintervensi | Rendah @ Potensi

Lemahnya 8 6 6 20
pengendalian
sektoral terhadap
pertumbuhan
masyarakat miskin

Material | Belum 8 8 4 22
maksimalnya
pelayanan
rehabilitasi sosial

Belum adanya 7 8 5 20
verifikasi data
terkait warga
miskin di lapangan

Kepadatan 8 5 4 19
penduduk tidak
merata

Kualitas 9 9 6 24
pendidikan tidak
merata

Kurangnya 9 9 3 21
pemenuhan
infrastruktur dan
sanitasi

Faktor Kurangnya 8 6 4 18
Lainnya | edukasi terhadap
penambahan
jumlah anak
dalam keluarga

Efek pandemi 6 7 4 17

Pendapatan dan 10 6 8 24
pengeluaran yang
tidak seimbang

B. Investasi

TR
3 'aE‘K_';'__‘ \ \
\ Belum adanya regulas: daerah terkait |
Kurangrya SDM pengelola \ Bélum adanya-fiterisas) keuntungan dalam berinvestasi di |
Investas \ system (tagging) \ wilivah Kot Saniarmasin |
Kompetenst ASN dalam alur | I Masib panjang nya proses birokrasi

penyampaian LKPM \ II dalam perginan berinvestas II
\ \ Belum maksimal terhadap |
petlaporan LEPM

Belum migras 055

Pertumbuhan
laju investasi
|| I|

Belum optimal permanfaatan peta

potens! investas! daerah dan promosi Kewenangan Pemda < 10 M

daerah
Tidak tersedianya lahan milik [ Pertumbuban ekonomi dunia yang |
Pemerintah daerah | mempengaruhl ekonomi daerah

Gambar 3.3 Diagram fishbone dalam pertumbuhan investasi



Tabel 3.8 Skala Potensi Peningkatan Pertumbuhan Investasi

Banyak/
Faktor Penyebab Sering
Terjadi

Dapat Biaya Skala
Diintervensi | Rendah | Potensi

Manusia | Kurangnya SDM 7 7 4 18
pengelola investasi

Kompetensi ASN g 7 7 21
dalam alur
penyampaian
LKPM

Mesin Belum adanya S 5 5 15
filterisasi system

(tagging)

Metode | Belum adanya 9 7 5 21
regulasi daerah
terkait keuntungan
dalam berinvestasi
di wilayah Kota
Banjarmasin

Masih panjang nya 9 8 S 22
proses birokrasi
dalam perijinan
berinvestasi

Belum maksimal 4 8 ) 17
terhadap
pelaporan LKPM

Belum migrasi 5 7 7 19
0SS

Material | Belum optimal 8 7 5 20
pemanfaatkan peta
potensi investasi
daerah dan
promosi daerah

Tidak tersedianya 4 4 4 12
Jahan milik
Pemerintah Daerah

Faktor Kewenanan Pemda 5 5 5 15
Lainnya | <10 M

Pertumbuhan 3 3 2 8
ekonomi dunia
yang
mempengaruhi
ekonomi daerah

C. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penurunan Stunting)

SDM | ngelo
Stunting masih belum sem

Re J\I\ sthenuban fasifitas | Tidak \:Fm\f\ dukungan at
oslal yang mendorong | PR

Tingginya angka
stunting
v an pendukung stun I
Rasza takut ats etidakpe

Rendabnya pemenuban infrastrukn
terhadap l-'kr'-..h\;;l

.-;.-ml-d..urn,: unnr.:uq

Ketidaktahwan
terhadap

/

Gambar 3.4 Diagram fishbone tingginya angka stunting



Tabel 3.9 Skala Potensi Penurunan Angka Stunting

Faktor Penyebab

Banyak/
Sering
Terjadi

Dapat
Diintervensi

Biaya
Rendah

Skala
Potensi

Manusia

SDM pengelolaan
Sistem Informasi
Stunting masih
belum semuanya
memahami

3

4

4

11

Mesin

Belum adanya
sistem digitalisasi
yang terintegrasi

11

Sistem geospasial
belum maksimal

11

Metode

Kurangnya data
yang mendukung
pengkuran
efektivitas solusi
digital

11

Belum optimalnya
koordinasi
penanganan
stunting terukur
antar SKPD

Material

Rendahnya
pemenuhan
fasilitas kesehatan
pendukung
stunting

Rendahnya
pemenuhan
infrastruktur
pendukung
stunting

Faktor
Lainnya

Tidak adanya
dukungan atau
norma sosial yang
mendorong
penggunaan solusi
digital

Rasa takut atau
ketidakpercayaan
terhadap teknologi
dalam konteks
Kesehatan anak

Ketidaktahuan
manfaat teknologi
terhadap
kesehatan anak




D. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

A
\
nya system \ Soulaisasi yang belum |

e v

Kurangnya pemahaman ASM 'I

pengelola barang dan Jasa tentang |
PON

Belum :
filterisasl dan pelaporan PON maossive |

Berlum adanya kelembagaan yg

Belum tertibnya 508 |

penggunaan PON

| pengawasan dan monev thd proses |

penggunaan PDN |

Kurangnya
peningkatan PON
(maulh < 40%)

Belum lengkapnya ketersediaan | Belum adanya monitoring dan

data barang yang ber-TEDN evaluasl thd data entry

T B o /
.

Gambar 3.5 Diagram fishbone rendahnya penggunaan PDN

Tabel 3.10 Skala Potensi Penggunaan PDN

Banyak/
Faktor Penyebab Sering
Terjadi

Dapat Biaya Skala
Diintervensi | Rendah | Potensi

Manusia | Kurangnya 8 9 ) 22
pemahaman ASN
dan IKM tentang
PDN

Belum tertibnya 7 8 8 20
SOP penggunaan
PDN

Mesin Belum adanya 7 ¥ 4 21
system filterisasi
dan pelaporan
PDN

Perlunya integrasi 5 8 S 18
terhadap beberapa
aplikasi penyedia

Metode | Sosialisasi yang 8 8 8 24
belum massive

Belum adanya 8 8 8 24
kelembagaan yang
tetapkan oleh
kepala daerah
untuk melakukan
penyusunan
perencanaan,
pelaksanaan,
pengawasan dan
monitoring
evaluasi terhadap
proses
penggunaan PDN

Material | Belum lengkapnya 7 4 6 17
ketersediaan data
barang yang ber-
TKDN

Faktor Belum adanya 5 6 8 19
Lainnya | monitoring dan
evaluasi terhadap
data entry




E. Inflasi

Kurangnya SDM pengelala Pemanfaatan s Bapok belum | Belum optimalrya SOP pengendalian I\

yang focus terkait inflas \ aptimal dan pengelolaan inflas

Belum adanya corly warning Lemahnya koordinasi dan

| system yang mendeteksi | pengawasan inflasi

kenaikan angha inflasi

)—0&6

nderungan masy. yang

Tingginya angka
inflasi

Belum tersedianys pergudanga sraphkan diservikasi bahy

untuk ketahanan pangan

Fluktuas harga bahin pan, yang | | Pertumbuhar
berubah m‘ns{;.u cepat

konomi dunia yang
mempengaruhl ekonomi daerah
| Perubahan tklim dan cuaca

akatrem

Gambar 3.6 Diagram fishbone penyebab tingginya angka inflasi

Tabel 3.11 Skala Potensi Tingginya Angka Inflasi
Banyak/

Faktor Penyebab

Sering
Terjadi

Dapat
Diintervensi

Biaya
Rendah

Skala
Potensi

Manusia

Kurangnya SDM
pengelola yang
focus terkait inflasi

6

8

5

18

Mesin

Pemanfaatan si
Bapok belum
optimal

22

Belum adanya
early warning
system yang
mendeteksi
kenaikan angka
inflasi

22

Metode

Belum optimalnya
SOP pengendalian
dan pengelolaan
inflasi

20

Lemahnya
koordinasi dan
pengawasan inflasi

18

Material

Belum tersedianya
pergudangan
untuk ketahanan
pangan

21

Fluktuasi harga
bahan pangan
yang berubah
dengan cepat

23

Faktor
Lainnya

Kecenderungan
masyarakat yang
belum
menerapkan
diservikasi bahan
pangan

23

Pertumbuhan

ekonomi dunia
yang )
mempengaruhi

13




Banyak/

4 Dapat Biaya Skala
Faktor Penyebab Sering Diintervensi | Rendah | Potensi
Terjadi
ekonomi daerah
Perubahan iklim 9 3 5 17

dan cuaca ekstrem




BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Terdapat 5 (lima) tahapan yang

harus dilaksanakan, yaitu :

1)

2)

3)

4)

Menetapkan Road Map RB

Menetapkan Road Map RB adalah tahapan yang paling penting dan
menentukan arah pelaksanaan RB setiap Pemerintah Daerah. Hal-hal
minimal yang perlu ditetapkan dalam Road Map RB Pemerintah Daerah
antara lain :

Isu strategis terkait tata kelola pemerintah;

Capaian RB;

Tujuan dan sasaran strategis RB;

Strategi dan program RB baik general maupun tematik; dan

o po ogop

Manajemen/pengelolaan RB.

Menyusun rencana aksi pelaksanaan RB

Menyusun rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan
strategi dan program yang telah ditetapkan dalam Road Map RB instansi.

Rencana aksi minimal berisi :

o

Rincian kegiatan;

Indikator output dari rincian kegiatan,
Target;

Waktu pelaksanaan;

a o o

e. Penanggung jawab.

Mengelola pelaksanaan rencana aksi

Mengelola pelaksanaan rencana aksi yaitu pelaksanaan dan pemantauan
pelaksanaan rencana aksi. Setelah rencana aksi disusun dan penanggung
jawab kegiatan ditentukan, maka Tim atau Unit Pengelola RB Internal
(Strategic Transformation Unit (STU)) perlu memastikan pelaksanaannya
melalui monitoring secara berkala. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan
dan menjadi tanggung jawab unit/perangkat daerah terkait serta
dikoordinasikan oleh Tim atau Unit Pengelola RB Internal yang menangani
hal tersebut.

Monitoring dan evaluasi RB

Monitoring dan evaluasi RB yang dilakukan untuk :



S)

a. Memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan mengukur
ketercapaian target pada indikator sasaran dan tuyjuan RB serta
indikator lain yang terkait RB;

b. Menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi;

c. Menilai kualitas pengelolaan RB internal.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RB dilakukan secara berkala minimal

setiap 3 (tiga) bulan, yang dilakukan secara internal oleh masing-masing

pemerintah daerah.

Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi

masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya

Tahap kelima, yaitu melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan

evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini pemerintah

daerah  telah mendapatkan gambaran  keberhasilan maupun
ketidakberhasilan RB dan telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera
disempurnakan serta melakukan tindak lanjut perbaikan.

4.2. Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan RB General dan Tematik

Penetapan strategi pada Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman ini

dilakukan secara kolaboratif melibatkan Perangkat Daerah pengampu dengan
memperhatikan prinsip logis, prioritas, kolaboratif, dan antisipatif. Untuk

mengoperasionalkan strategi pelaksanaan RB general dan tematik tersebut

yaitu dengan menyusun rencana aksi.



4.2.1.Rencana Aksi RB General

Tabel 4.1 Rencana Aksi RB General

Target . . Unit/Satuan Kerja
. Tahunan Output Target Penyelesaian 2023 Target Penyelesaian 2024 Pelaksana
jatan lndi!mtor Baseli Jumlah
E? 2 Kegiatan ne Rencana Aksi
v Utama (2022) Anggaran
2023 | 2024 Satuan Indikator TWI1 | TW2 | TW3 | TW4 | Total | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | Total Koordinator | Pelaksana
88. 1 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel
Penyederhan Penyusunan
aanye‘l Kebutuhan
Birokrasi Jabatan pada
{Penyederha mJabak::
naan Persentase asar Jumlah .
trukt Anjab dan ABK Bagian
Sm,ﬁ‘;;,,, Penyederha | 90.56 | 90.56 dan Dokum | Dokumen Peta Rp Organisasi | Seluruh
% % - Rekomendasi en Jabatan pada 5 20 5 2 32 (1] 0 0 0 0 . Sekretariat SKPD
/ Struktur 32 Perangkat Daerah
transformasi | Organisasi Kebutuhan
P Jaba Daerah
organisasi abatan
berbasis Fungsional dari
kinerja dan masing-masing
Instansi
Pembina
Jumilah
rersedianya kebijakan
Tingkat :ieslt,::m kerja Dokum | %iatem kerja
implementa baru dan wn | barudan 0 0 o 0 0 o 1 o 0 1
Pelaksanaan | i kebijakan fleksibel bagi pepaibel
Sistem Kerja sistem kerja pegawai ASN b‘?':i Bagian
Baru dengan i Rp Organisasi | Seluruh
model denogar n/a - 100% . Sekretariat SKPD
fleksibel bagi moce Daerah
Pegawai ASN ﬂekml_)el !Welaksa.nakgn Jumilah SKPD
bagi internalisasi Jvmla
pegawai kebijakan R Y eul 0 0 0 0 0 32 (] 0 0 32
ASN Imtem kerja internalisasi




Target ) Unit/Satuan Kerja
Baselj Tahunan Output Target Penyelesaian 2023 Target Penyelesaian 2024 Pelaksana
ne Ren . Jumlah
(2022) cana Akai Anggaran
2023 .
2024 Satuan Indikator wi|tw2 | ™ws | ™we | Toral | TW1 | TW2 | TW3 TW 4 | Total Koordinator | Pelaksana
“ﬂﬂgﬂ
yesuaian
Prosce bisnig | Dolkum | ool Lo o | o | 32| o | 3
N isnis yang 0 o [ [+] 1]
dengan sistem o disesuaikan
kerja baru
Melaksanaka
monitoring QM.: Dokumen hasil
evaluasi monitoring
kebijakan Dokum | 4 vatuasi | o | o | o | o | o | o} o} et
sistem kerja sistem kerja
baru baru
Uohmcm.“ oK SK Wali Kota
8:55@5 Dokum | tentang Rp Diskominfo Seluruh
Arsitektur dan en | Arsitekturdan | 0 1 1 0 2 o o 0 0 0 . tik SKPD
Peta Rencana Peta Rencana
SPBE SPBE
Jumlah
34 35 Sosialisasj Terlaksananya Rp Diskominfk Seluruh
. " tentang i Kegiatan iskominfo
(Baiky | (Baik [ (Bang [ Arsitekctur Kegiata | gosialisasi 0 0 0 0 0 0 o | 1960000 o SKPD
SPBE tentang
Baik) Arsitektur
SPBE
Reviu Terlaksananya Rp o Selurah
Arai Kegiata | Kegiatan Revi Diskominfo uru
gﬁmwwn,pﬂw: pacm Argtektur dan | 0 o 0 o Y Y 5 ] 11,00000 tik SKPD
SFBE Peta Rencana °
SPBE




Target

. Unit/Sat i
. | ramean Output Target Penyeleaaian 2023 Target Penyelesaian 2024 it/ Satuan Kea
Kegiatan Ié‘d’!mmr Bageli . Jumlah
Utama egiatan ne Rencana Aksi An
Utama (2022)
2023 | 2024 Satuan Indikator TWI1 | T™W2 | TW3 | TW4 | Total [ TW]1 | TW2 | TW3 | TW4 | Total Koordinator { Pelaksana
Jumlah
Revisi Dokumen R
Arsitektur dan Dokum | Hasil Revisi P
Peta Rencana en Argitektur dan 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 5,460,000
SPBE Peta Rencana
SPBE
Sosialisasi
Sosialisasi Kegiata | te0tang Revisi Rp
tentang Peta B2%A | Argitekturdan | 0 0 0 o 0 0 0 1 0 1 19,600,00
Rencana SPBE n Peta Rencana 0
SPBE
Jumlah
permcanaan syt o
. manfaa
pembangunan | APKaS | galam proses 3 0 ) 0 3 4 ° 0 0 4 | s6,737.60
berbasis e- ' penyusunan 0
planning perencanaan
Pelaksanaan Melakukan
Sistem Indeks asistensi untuk
Akuntabilita Perencanaa Peningkatan Jumlah Berita )
8 Kinerja n n/a 03 g4 | konsistensi Kegiata | Acara haail Rp Bappedalit | Seluruh
Instansi Pembangun RPJPD- B2t | anistensiyang | 0 0 0 32 | 32 0 32 0 0 32 | 24,750,00 bang SKPD
Pemerintah an RPJMD- " | ditindak 0
yang Renstra PD- lanjuti
terintegrasi RKPD dan
Renja PD
Jumlah
Peningkatan usulan
partisipasi penjanngen Rp
masyarakat . aspirasi
dalam Kegiata | . acyarakat 0 100 0 0 100 0 150 0 0 150 | 313,580,0
perencanaan n yang dapat di 00
pembangunan akomodir
daerah SKPD
pengampu




Kegiatan
Utama

Unit/Satuan Kerja
Pelaksana

Ta.hugm:n Output Target Penyelesaian 2023 Target Penyelesaian 2024
Indikator Bageli
Kegiatan ne Rencana Aksi Jumlah
Utama (2022) Anggaran
2023 | 2024 Satuan Indikator ™wWi1|T™W2 )| T™W3 | TW4 | Total | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | Total Koordinator | Pelaksana
Melaksanakan
Bimtek
perencanaan Jumlah ASN di Rp
kepada SDM | Kegiata | bidang o | 3] o | o Je3s]| o | e ]| o | oo e | 252049
yang n perencanaan 00
menangani ikut diklat
perencanaan di
SKPD
Membentuk
Tim Uji
y . Tersusunnya
kualitas/Verifik | gy | SK terkaitTim | 0 | © 1 0 1 1 o | o | o 1 Rp
asi ii / veri ;
perencanaan wi rifikas
kinerja SKPD
Reviu dan Jumlah R
Asistensi Dok Dok p
Dokumen um & umen yang | o 0 0 32 32 0 32 0 ] 32 | 2475000 | gt | Seturun
Perencanaan | hast asistensi 0 bang SKPD
Kinerja SKPD asistensi
Melaksanakan
Bimtek
perencanaan Jumlah ASN di Rp
kepada SDM | (rang | Didang o | &3 | o o | s3] o | 63] o o | 63 | 2520149
yang perencanaan 00
71.20 75 82 menangani ikut diklat
Nilai SAKIP ' perencanaan di
(8B) (BB) A | skpD
Melaksanakan
pengembangan
sistem Dokum | Penyusunan 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
perencanaan en prosea bisnis
kinerja, Bai
gukuran gian
geﬁnneﬁa, Rp Organisasi Seluruh
pelaporan - Sekretariat SKPD
kinerja dan Daerah
evaluasi Pengembangan
akuntabilitas : sistem
kinerja internal | oo | pengukuran 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1
yang kinerja yang
terintegrasi tenntegras:




Target

Unit/Satuan Kerja

. Tahunan Cutput Target Penyelesaian 2023 Target Penyelesaian 2024 Pelaksana
Kegiatan _E.EBS_. Baseli Jumlah
Kegiatan ne Rencana Aksi
Utama Utama (2022) Anggaran
2023 | 2024 Satuan Indikator TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | Total | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | Total Koordinator | Pelaksana
. Sosialisasi dan
Kegiata | i plementasi 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
aiatem
Melaksanakan Bagian
. Jumlah
peningkatan . . Rp -
kompetensi Kegiata | kegiatan 0 0 0 1 1 ) 0 0 0 o | so00000 | Jreanisas’ | Selrun
penyusun n vn::._w_nms.: 0 Daerat
laporan kinerja kompetensi
Melaksanakan Jumlah R
Peningkatan . kegiatan P
kompetensi Kegiata | - gkatan ° 0 0 1 1 0 0 0 0 0 100,600,0 | Inspektorat _Bﬂws_.
evaluator n kompetensi co
internal evaluator
Menyediakan Ketersediaan Rp . .
Pelaksanaan Implementa aplikasi program 17,600,00 U_a_nmn::..o Seluruh
Pelayanan si pelayanan pelayanan Pro aplikasi yang "o uk SKPD
Publik publik 0 1 1 publik yang BNB memudahkan 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
igital Pyt terintegrasi proses
Digi digital antar dinas pelayanan R
teknis publik 60,500,00 | DPMprsp | Diskominf
0 ol
Jumlah unit
Pembangurs | *“ian® pendampingan
nzona Bh%vﬁ ke SKPDyang | | Laporan Rp Seluruh
Integritas di predikat 2 3 4 | diusulkan Por | Pendampingan | 0 0 1 ] 1 ] 1 0 0 1 | 40,000,00 | Inspektorat | “gor
unit kerja shwmcﬂﬂr ”mmr.m.ﬂ-. SKPD a Y
Korupsi WBK/WBBM




Kegiatan
Utama

Indikator
Kegiatan
Utama

Baseli

ne
(2022)

Target
Tahunan

2024

Rencana Aksi

Cutput

Target Penyelesaian 2023

Target Penyelesaian 2024

Indikator

TW1 ] TW2 | TW3 | TW4

Total

™wWI1 ] TW2 ™ 4

Total

Jumlah
Anggaran

Unit/Satuan Kerja
Pelaksana

Koordinator

Pelaksana

8K

SK Tim
Pendampingan
Z1

Inspektorat

SKPD
Terkait

Penguatan
Implementas
i Sistem
Pengendalia
n Intern
Pemerintah
(SPIF)

Tingkat
maturitas
SPIP

Membangun
Sistem
Pengendalian
Internal
Pemerintah
(SPIP) di semua
SKPD

Lapora

Laporan Hasil
Penilaian
Mandiri dan
Penjaminan
Kualitas SPIP,
Laporan Hasil
Penjaminan
Kualitas atas
Penilaian
Mandiri
Kapabilitas
APIP

Rp
56,511,00
0

Inspektorat

Seluruh
SKPD

SK

SK
Pembentukan
Struktur
Pengelola
Risiko Kota
Banjarmasin

Rp

Bappedalit
bang

Seluruh
SKPD

SE

Arah dan
Kebijakan
Penilaian
Risiko
Tahunan

Rp

Bappedalit
bang

Seluruh
SKPD




Target

) Tahunan Output Target Penyelesaian 2023 Target Penyelesaian 2024 Unit/Satuan Kerja
. Indikator Baseli Pelaksana
Kegiatan Kegiatan ne Rencana Aksi Jumlah
Utama Utama {2022) ~ Anggaran
2023 20249 Satuan Indikator TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | Total | TWI1 J TW2 | TW3 | TW4 Total Koordinator | Pelaksana
Sosaliasasi di
SP4N-LAPOR
kelurahan dan
. aekolah,
Penguatan 1:3‘:; Bamara Jumlah R
Pengelolaan : 00% (Badapatan Progra | program P ; ;
Penilduan Ll:n yut 90% |1 100% Menyambung m kegiatan yang 3 2 ! 5 n 2 2 2 5 1 840,345,7 Dwkgkm info S;l'?;gh
Masyarnkat smgﬁ‘“ Silaturahmi) ke diintegrasikan 60
por kampus dan
Bimtek Bagi
Admin Lapor
SKPD
Survei
Penilaian
Integritas 82,86 | 82,92 | 83,00
Penguatan Eksternal Sosialisasi Jumlah
Upaya oleh KPK Survei Lapora | Laporan Survei 0 1 . Rp Selurah
Pencegahan Penilaian n Penilaian 0 2 o 1 1 0 2 19,500,600 | Inspektorat sl?;-;
Korupsi Survei Integritas Integritas 0
Penilaian
Integritas | 79,84 | 79,93 | 80,00
Internal
oleh KPK
Pembentukan ‘!‘z;‘:\?san
weputusan Wali Kota
Pelaksanaan ta . . . .
Taakeion | g || oo | oo [ emermesin | guma | Pelemem o} e o, | Houm | Hugn
jiakan a tentang Tim h 4 - 1 - - 1 - 1 1,131,000, 0 m
Publik . Indeks Daerah t Daerah
Indeks Kualitas o
Kebijakan Kualitas
Kebijakan




Tm Output Target Penyelesaian 2023 Target Penyelesaian 2024 Unit{,eSatuan Kerja
. Indikator Baseli laksana
Kegiatan Kegiatan ne Rencana Aksi Jumlah
Utama Utama (2022) Anggaran
2023 2024 Satuan Indikator TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | Total [ TW1 | TW2 | TW3 | TW4 Total Koordinator | Pelaksana
Jumlah
Identifikasi Produk
Produk Hukum Hukum yang
yang Diukur Jumla | Diukur Perd Perd Perd Perd
Berdasarkan u:: Berdasarkan - - a - al - - al . al
Pengukuran Pengukuran m m Perw Perw
indeks Kualitas Indeks ali 1 ali 1
Kebijakan Kualitas
Kebijakan
Jumlah
Pengharmonisa Rancangan
sian Produk
Rancangan Jumla Hukum
Produk Hukum h Daerah yang 1 2 2 2 7 1 2 2 2 7
Daerah dengan diharmonisasi
Instansi yang kan dengan
Berwenang Instansi yang
Berwenang
Jumlah
Kompetensi Perancang
ASN sebagai Peraturan
Pelaksanaan Perancang Perundang- Bagian Bagian
Pembentuka Indeks Peraturan Undangan
n Peraturan Reformasi - 75 75 Perundang- "“ﬁ‘h (Legal Drafter) - - 1 1 2 - - 1 1 2 Rp Hukun‘z Hukum.
Perundang- Hukum Undangan yang ) Se[l;rezanat Sekretaria
undangan {Legal Drafter) ditugaskan aerah t Daerah
yang mengikuti
berkualitas pelatihan/bimt
ek
Jumlah
Produk
Hukum
Me Daerah yang Perd | Perd | Perd | Perd | Perd | Perd | Perd | Perd | Perd | Perd
Mmum“im!ml Jumla Telah Sele_sal al0 | a10 | a10 | al0 | a40 | a10 | a10 | a10 | a10 | a40
Produk Hukum h Dteval}xas: Pe!w Perw Perw | Perw | Perw | Perw | Perw | Perw | Perw | Perw
Daerat Sesuai dengan ali ali ali ali ali ali ali ab ali ali
Ketentuan 20 20 20 20 80 20 20 20 20 80
Peraturan
Perundang-
Undangan




Target

Unit/Satuan Kerja

ndikato Baseli Tahunan Cutput Target Penyelesaian 2023 Target Penyelesaian 2024 Pelaksana
. n r age
Kﬁgatan Kegiatan ne Rencana Aksi A.:lumlah
Utama (2022) B8
2023 | 2024 Satuan Indikator TWI1I | TW2 | TW3 | TW4 | Total | TW] | TW2 | TW3 | TW4 | Total Koordinator | Pelaksana
Melaksanakan Pergentase
Pengelolaan terkelolanya
JDIH yang JDIH yang
sesuai dengan gesuai dengan
standar Persen | standar 13:) 1&0 l;): 1020 l;): 1300 lg: l,;? 1300 1&0
pengelolaan pengelolaan
dokumen dan dokumen dan
informasi informasi
hukum hukum
Melaksanakan Jumlah Data
Alih Media dari yang telah Rp
Konvensional V Berkas dialihkan ke 100 1] o 0 100 ) V] 0 0 1] )
ke Digital digital
Jumlah
" kebijakan Rp
Kebijakan Jumla -
; s h mhmpan yang 3 3 0 0 6 0 0 0 0 0 894.67067.9
dikeluarkan Di
Indeks inas
Pelaksanaan Perpustaka Seluruh
ip Digital Pengawas 48.88 55 60 Jumlah arsi an dan SKPD
Araip Kearsipan . ) P kearsi
Akuisiai arsip statis yang rsipan
SKPD yang dilakukan Rp
sudah Jumla | akuisisi,
dibubarkan h pengolahan, 0 0 0 1000 | 1000} o© 0 0 1000 | 1000 1163?3,8
atau di merger preservasi dan
/ dihapuskan akses arsip
statis
Pendampingan | Elal sentase 100 100 Rp
penataan arsip | Persen | PEAYanan 25% | 25% | 25% | 25% 25% | 25% | 25% | 25%
inaktif arsip inaktif % % -
kepada SKPD




T:ha:lgne;n Output Target Penyelesaian 2023 Target Penyelesaian 2024 UnitF/’eSal tlunn Kerja
. Indikator Baseli
Kljgmtan Kegiatan ne Rencana Aksi A‘:“mhh
tama Utama (2022) EEAre
2023 | 2024 Satuan Indikator T™WI1 | TW2 ] TW3 | TW4 | Total | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | Total Koordinator | Pelaksana
. Jumlah
Peningkatan P
kompetensi Orang | 87Siparisyang | ¢ 0 ) 0 6 0 0 0 0 0 Rp
SDM arsipari ditingkatkan -
arsipans kompetensinya
Jumlah SKPD
Melaksanakan yang ?elal}
bimtek dan Unit mengikuti R
sosialisasi Kerja | Dimtek dan 0 0 35 0 35 0 0 35 0 3s P
pengelolaan sosialisasi
kearsipan pengelolaan
kearsipan
Pembuatan SK SK Wali Kota
Wali Kota tentang Tim
tentang Tim Koordinasi dan
Koordinasi dan Sinkronisasi
Sinkronisasi Pengumpulan,
xgumpulan. Pengp!:ah::x;
golahan, Analisis
Pelaksa Analisis dan Diseminasi
Data naan Indeks 2.33 26 2.7 Diseminasi Dokum Data Statistik R Diskominf Seluruh
Statistik Pembangun | (Cuku | {Baik | (Baik | Data Statistik iy Sektoral 1 ] 0 0 1 1 0 0 0 1 P gl‘:‘“‘ o S;,’,’g
Sektoral an Statistik p) ) ) Sektoral dan dan Tim
Tim Pembahas Pembahas
Kegiatan Kegiatan
Penyelenggaraa Penyelenggara
n Statistik an Statistik
Sektoral di Sektoral di
Lingkup Lingkup
Daerah Kota Daerah Kota
Banjarmasin Banjarmasin




Target : . Unit/Satuan Kerja
o dikate Bai Tahunan Output Target Penyelesaian 2023 Target Penyelesaian 2024 Pelal
Kegiatan Kegia tal: ne Rencana Aksi Jumiah
Utama Utama | (2022) Anggaran
2023 | 2024 Satuan Indikator TWI1 | TW2 | TW3 JTW4 | Total | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | Total Koordinator | Pelaksana
Jumlah
Rapat dan Terlaksananya
Koordinasi iata Rapat dan Rp
Penyelenggaraa "‘s“n Koordinasi 1 i 2 0 4 1 1 1 0 3 | 27,800,00
n Statistik Penyelenggara 0
Sektoral an Statistik
Sektoral
Jumlah
Bimtek Satu Terlaksananya Rp
Data dan Kegiata | Bimtek Satu
Statistik n Data dan 1 0 V] 1 2 1 0 ¢} 1 2 35.750.00
Sektoral Statistik
Sektoral
Jumiah Rp
pembuatan | PXU™ | Pembuatan 0 ) 2 0 2 o 0 2 0 2 | 47.978,50
men Da " | Dokumen Data ]
Terselenggaran . Forum satu Rp :
yaforumsatu | KB | 4aea tingkat 0 0 ° 1 1 0 0 0 0 o | s8200,00 | Bappedalit sg’l‘(‘;"oh
data n daerah 0 bang
Melaksanakan
Sosialisasi dan Rp
pendampingan . Jumlah
terhadap Kali sosialisasi PBJ 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3 30,9(1)1,40
pelaku
Pengadaan
Penguatan Indeks Tata
Melakukan .
Pengadaan Kelola Py Bagian PBJ
Barang dan Pengadaan 68.7 72 73 Pe;d?dm t:m ‘l’,gs‘hh SDM Rp Sekretariat s;mh
Jasa Barang dan B tihan atau | o on0 didi d{k““dz ] 4 10 7 21 0 5 5 8 18 | 133,000,0 Dacrah
Pemerintah Jasa imbingan idik dan 00
teknis kepada dilatih
SDM PBJ
Pemenuhan
data dukung J “'!’lgg
pada 9 variabel | Jumla | ;000 0 0 0 9 9 0 0 o 9 9 Rp
tingkat h kemata 9,970,000
ngan
kematangan UKFBJ
UKPBJ




?._w“whh: Output Target Penyelesaian 2023 Target Penyelesaian 2024 cEm\a Satuan Kerja
iatan Indikator Baseli Jumlah
_AMWM.. Kegiatan ne Rencana Aksi Angearan
a Utama (2022) L
2023 | 2024 Satuan Indikator TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | Total | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | Total Koordinator | Pelaksana
Peningkatan
Pengetahuan Rp
SDM dalam Dokum | Laporan 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 | 974,699,2
penyusunan en Keuangan 00
laporan
Keuangan
Pengimplement M:W_Bw Mm modul
Pen asian Aplikasi - P yang Rp
guatan SIPD Aplikas | dimanfaatkan 1 0 0 0 1 0 0 0 0 o | 12.405.00
Pengelolaan | ¢ ;ippk | wTp | WTP | WTP | Penatausahaan i | dalam "o ppkpap | Seluruh
Keuangan pini X natau penatausahaa SKPD
dan Aset euangan n keuangan
Pengimplement
asian aplikasi Modul aplikasi
SIPD yang
Akuntansidan | , . | dimanfaatkan Rp
Pelaporan P dalam 1 0 L] 0 1 0 (1] (] ] o 329,439,6
dalam 1 penyusunan 00
penyusunan laporan
laporan keuangan
keuangan




. Indikator
Kegiatan Kegiatan
Utama Utama

Baseli
ne
(2022)

Target
Tahunan

2023 | 2024

Rencana Aksi

Output

Target Penyelesaian 2023

Target Penyelesaian 2024

Indikator

™WI1 | TW2 | TW3 | TW4

Total

W1 | TW2 | TW3 | TW4

Total

Jumlah
Anggaran

Unit/Satuan Kerja
Pelaksana

Koordinator | Pelaksana

Persentase
Temuan
BPK yang

ditindakianj
uti

60%

75% 90%

Melaksanakan
Sosialisasi
Akuntansi
Keuangan
Daerah kepada
PPK SKPD
sehingga
memiliki
pengetahuan
dalam
pemilihan kode
belanja pada
saat proses
awal
pengadaan
barang dan
jasa serta
memiliki
pengetahuan
dalam verifikasi
pertanggungja
waban
pendapatan
dan belanja

Kegiata

Jumlah
Kegiatan

Rp
645,259,8
00

Rekonsiliasi
data Laporan
Keuangan
SKPD

Kegiata

Jumlah
Kegiatan

Rp
329,439,4
00

Seluruh
BPKPAD SKPD

Melaksanakan
Monev Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan

Lapora

Jumlah
Laporan

Rp
60,000,00
0

Inspektor

Inspektorat at

88. 2 : Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional




poarget Output Target Penyelesaian 2023 Target Penyelesaian 2024 cam\.nmn_ tuan gx&m
iatan Indikator Baseli Jumlah
_ncnn.b Kegiatan ne Rencana Aksi An
tama Utama (2022) g
2024 Satuan Indikator ™21 TW3 Total ™wW2 | TW3 Total Pelaksana
Indeks 250 Seluruh
Sistem Merit SKPD

Peningkatan P :

Penataan kompetensi JF n ntasi JF Rp

Jabatan melalui Diklat Persen w” e 8 uti 10% 5% 25% 10% 5% 50% | 721,039,0

Fungsional Pungsional an;._ < 00
maupun Teknis pe
Pelaksanaan Jumiah PNS
esme yang
potensi/ kompe I Rp
tensi PNS Orang m.a_a_“uc 47 0 860 1200 o 1200 | 966,040,0
dalam rangka Sesme ko 00
penyusunan potensi/kompe

Penguatan profil ASN tensi

Manajemen

Talenta ASN anbgaw_:-
si1etem - -
informasi yang >E.._Ba Sistem .
memuat profil i/ | Informasi 0 0 1 0 0 1 Rp
ASN dan Talent | ProBr@ | Manajemen -
Pool (9 kotak m Talenta
talenta)
Melaksanakan
kegiatan
sosialisasi Kegiata Jumlah Rp
untuk n kegiatan 5 4 15 4 4 12 200,000,0
peningkatan sosialisasi 00
kapasitas
kinerja ASN

_vmawo_o_mwn

w.nanﬂw. ASN Melaksanakan Rp

= H% Orang %ﬁwﬁﬂw 25 | 20 45 25 | 20 45 | 743,296,8

lanjutan ASN 00
Melaksanakan Persentage 100 100 Rp
pengelolaan Persen | peserta Diklat 40% | 35% % 40% | 35% % 4,673,366,
Diklat yang lulus 200




Kegiatan
Utama

Penguatan
Sistem Merit

Indikator
Kegiatan
Utama

Baseli
ne
{2022)

Target . . Unit/Satuan Kerj
T ahaursnean Output Target Penyelesaian 2023 Target Penyelesaian 2024 m !l’elaksan:ma
Rencana Aksi A..:lumlah
2023 | 2024 Satuan Indikator TWI1 | TW2 | TW3 | TW4 | Total f TW]1 { TW2 | TW3 | TW4 | Total Koordinator | Pelaksana
] 1 Jumlah
r:nlzu sunan n dokumen Rp
dan asistenai | Dokum | peayusunan 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 | 1650000
ilaian en dan agistensi 00
Peria penilaian
1 kinerja ASN
Melaksanakan ;l:l:x!iohﬁng
Rapat : »
MFPHDP, Kali | dimiah Rapat 3 6 6 4 19 3 6 6 4 19 Rp
monitoring dan iumlah 4 i
sosialisasi ‘sosialisasi
Melaksanakan
P Jumlah
mediasi proses . . Rp
izin perceraian Kali p;:)g:amn 1 1 1 2 S 1 1 1 2 5 .
pegawai
Ketergsediaan
rencana
Melaksanakan pemenuhan
Perencanaan . kebutuhan Rp
Kebutuhan Kali | ASN yang 1 1 0 0 2 1 ! 0 0 2 | 8,820,000
ASN sudah
ditetapkan
PPK
Jumiah
pelaksanaan
penerimaan
ASN dilakukan Rp
Melaksanakan . gecara
Pengadaan ASN Kali terbuka, 0 0 1 1 2 0 (] 1 1 2 68961010.0
kompetitif,
transparan
dan tidak
diskriminatif
Jumlah
ll;{;l:l_csanakan’ pelaksanaan Rp
Dasar (Latsar) Kali Pelatihan (] 0 1 0 1 0 0 0 o 0 27,888,00
bagi CPNS Dasar (Latsar) 0
bagi CPNS




Kegiatan
Utama

Indikator
Kegiatan
Utama

Baseli
ne
(2022)

Target . : Unit/Sat j
Tah Output Target Penyelesaian 2023 Target Penyelesaian 2024 e l{’elakl:-;:axma
. Jumlah
Rencana Aksi Anggaran
2023 | 2024 Satuan Indikator TWI | TW2 | TW3 | TW4 | Total | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | Total Koordinator | Pelaksana
Ketersediaan
Peraturan
Walikota
Melaksanakan Dokum | tentang R
Pengembangan | en/ | Standar 0 0 0 1 1 0 0 o 1 1 ‘P
Karier ASN Perwali | Kompetensi
Jabatan untuk
JPT, JA dan
JF
Ketersediaan
profil pegawai
yang disusun
Menyusun Orang | berdasarkan 81 200 | 350 | 281 | 912 | 150 | 100 | 132 0 382 Rp
profil pegawai pemetaan -
talenta/kompe
tensi
Ketersediaan
rencana
suksesi yang
Menyusun ;e:;:‘esum
rencana : standar Rp
esuksesi Kali kompetenai 0 0 1] 1 1 o V] (1] 1 1 .
berdesarkan teknis jabatan
po dengan
mempertimban
gkan pola
karier instansi
. Ketersediran
Mengm' nalisa informasi
kesenjangan tentang
kualifikasidan | . | yegenjangan 0 1 o 1 2 0 1 0 1 2 Rp
kompetensi kualifikasi dan .
untuk JPT dan Kompetenai
JA pegawai
Ketersediaan
Menganalisa informasi Rp
kesenjangan Kali tentang 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 _
kinerja kesenjangan
kinerja




Kegiatan
Utama

indikator
Kegiatan
Utama

Bageli
ne
(2022)

Tahusm:n Output Target Penyelesaian 2023 Target Penyelesaian 2024 Umt}/’eSa] 1 ! "
. Jumlah
Rencana Aksi Anggaran
2023 | 2024 Satuan Indikator TW1 | TW2 | TW3 [ TW4 | Total | TW? | TW2 | TW3 | TW4 | Total Koordinator | Pelaksana
Ketersediaan
Menyusun strategi dan
rencana program untuk
pengembangan mengatasi
kompetensi Dokum | kesenjangan Rp
ASN tahun en | kompetensi 0 0 0 ! 1 0 0 0 0 0 .
2023-2027 dan kinerja
(rencana 5 dalam rangka
tahunan) peningkatan
kapasitas ASN
Penyusunan
Menyqsun Analisis
anaims Kebutuhan
kebutuhan Diktat tah Rp
diklat untuk Kali | oo om0 0 1 0 1 0 0 1 0o 1 A
memenuhi paya
: pemenuhan
kewajiban 20 kewajiban 20
JP per tahun ib per tahun
Melaksanakan
pelatihan Jumlah
coaching dan pelaksanaan
mentoring bagi peningkatan Rp
pejabat Kali kompetensi 1} V] 1 0 1 (1] 1] 1 1] 1 B
Administrator, melalui
Pengawas, JFT coaching dan
dan Pelaksana mentoring
senior




Kegiatan
Utama

Indikator
Kegiatan
Utama

Baseli

ne
(2022)

Target . . Unit/Sat: j
Tahunan Output Target Penyelesaian 2023 Target Penyelesaian 2024 nt l{‘elak‘la:\nnaxma
. Jumlah
Rencana Aksi An,
2023 | 2024 Satuan Indikator T™WI1 | T™W2 ]| TW3 | TW4 | Total | TWL | TW2 | TW3 | TW4 | Total Koordinator | Pelaksana
Jumlah
Melaksanakan‘ pelaksanaan
tes PNS Mutasi tes PNS Mutasi
masuk ke masuk ke Rp
lingku.ngan Kali lingkungan 1 0 1 ] 2 1 0 1 o 2 933,590,0
menntah Pemerintah 00
" . Kota
Banjarmasin Banjarmasin
Melaksanakan Jumlah
kebijakan pelaksanaan
pengisian JPT, pelantikan Rp
Jabatan Kali dalam rangka 1 1 2 2 6 2 1 1 2 6 933,590,0
Administrasi pengisian JPT, 00
secara terbuka Jabatan
dan kompetitif Administrasi
Jumlah
Menyusun pelaksanaan Rp
kontrak kinerja . sosialisasi
untuk seluruh Kali penyusunan 1 2 2 1 6 2 1 1 1 5 165&00,0
pegawai kinerja
pegawai
Melaksanakan Jumlah
penila pelaksanaan
D kinerja secara
kinerja secara berkala yang
berkala yang disertai Rp
dgserun _den.gan Kali dengan dialog 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 _
dialog kinerja kinerja dan
. tercapain;
tercapainyn kontrak
kontrak kinerja kinerja




Kegiatan
Utama

lndi!:awr

Utama

Baseli
ne
(2022)

Target . . Unit/Satuan ja
Tahunan Output Target Penyelesaian 2023 Target Penyelesaian 2024 l/,ehmxeq
. Jumlah
Rencana Aksi Anggaran
2023 | 2024 Satuan Indikator W1 | ™W2 | TW3 | TW4 | Total | TWI1 | TW2 | TW3 | TW4 | Total Koordinator | Pelaksana
Menyusun Ketersediaan
Peraturan Peraturan
Walikota Walikota
tentang tentang Rp
pembayaran Kali | Pembayaran 1 ) 0 0 1 1 0 0 0 1 | 165,000,0
tunjangan tunjangan 00
kinerja kinerja
berdasarkan berdagsarkan
hasil penilaian hasil penilaian
kinerja kinerja
Jumlah
Melaksanakan pelaksanaan Rp
penegakan Kali sosialisasi 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 )
digiplin ASN peraturan
disiplin ASN
lal 1 Jumiah
:: bet n pelaksanaan Rp
narkoba untuk Kali tes bebas 0 3 2 0o 5 0 2 2 2 6 _
ASN narkoba untuk
ASN
Ketersediaan
Melaksanakan data yang
pengelolaan mutakhir
data terkait terkait
pelanggaran pelanggaran
disiplin, . disiplin Rp
pelanggaran Kali pelan gg’a ran 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 _
kode etik, dan kode etik, dan
kode perilaku kode perilaku
yang dilakukan yang
pegawai dilakukan
pegawai




Kegiatan
Utama

Indikator
Kegiatan
Utama

Baseli
ne
{2022)

hhugnx:n Output Target Penyelesaian 2023 Target Penyelesaian 2024 Umtﬁm ena
Rencana Aksi Jumlah
2023 | 2024 Satuan Indikator TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | Total [ TWY | TW2 | TW3 | TW4 | Total Koordinator | Pelaksana
Ketersediaan
aplikasi untuk
Menyediakan pelayanan
fasilitas untuk W"’“‘"
memberikan (pengajuan
kemudahan pang_kat. . Rp
bagi pegawai Kali | Pensiun, cuu, 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 120,000,0
gaji berkala, 00
yang resensi
membutuhkan z nline
pela).'apan tamt .l
administrasi penghasilan
pegawai,
SLKS, dl))
Melaksanakan
pembangunan
sistem Ketersediaan
informasi aplikasi
kepegawaian SIMPEG
yang berbasia berbaasis online
online yang yang dibangun Rp
terintegrasi Kali gecara 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 250,000,0
dengan aistem bertahap 00
ilai untuk dapat
kinerja, memberikan
penegakan pelayanan
disiplin dan kepegawaian
pembinaafx
kepegawaian
Menyediakan e- Ketersediaan
office yang e-office yang Rp
memudahkan . memudahkan
Kali 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 250,000,0
pelag.m?an pelayanan 00
1 . iministrasi
kepegawaian kepegawaian




T;l‘ha‘l;g:;n Cutput Target Penyelesaian 2023 Target Penyelesaian 2024 UthKma
Kegiatan Indikator Baseli Jumlah
Utama Kegiatan ne Rencana Aksi An
Utama (2022) 8
2023 | 2024 Satuan Indikator TWI1 ] T™W2 | TW3 | TW4 | Total [ TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | Total Koordinator | Pelaksana
Perasentage
Melaksanakan Unit kerja Bagian
Pelaksanaan . . Rp P
Indeks internalisasi yang 100 100 100 100 Organisasi Seluruh
o vatuies | perakak | 62 | 7 | 75 | core Values Persen | rempublikasi | © 0 0 % | % | © 0 0 % | % | 2000900 | geicetariat | skPD
ASN Berakhlak kan core Daerah
values ASN
Melaksanakan Melaksanakan
Rapat Rapat
Koordinasi . Koordinasi
Kinerja Kali kinerja 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
pelayanan pelayanan
publik publik
Melaksanakan
Melaksanakan o Bagian
Indeke monitoring dan monitoning Rp P
Pelyanan | 4.52 | 475 | S | cvaluasikineria | Kai | 920 evalussi 0 1 1 1 3 ) 1 1 1 3 | 1992548 | Jrgmnicas’ | Sewruh
Publik pelayanan kinerja 00 D
ublik pelayanan aerah
P publik
Melaksanakan Melaksanakan
sosialisasi sosialisasi
kinerja Kali kinerja 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
pelayanan pelayanan
Pelaksanaan publik publik
Pelayanan
Publik Prima
Melaksanakan Jumilah Rapat
Rapat Koordinasi dan
Koordinasi dan asistensi
asistensi dalam Kali dalam rangka 0 7 1] 0 7 0 7 0 0 7
rangka evaluasi evaluasi nilai
Tingkat gﬂxiibkepatuhan Is:ex?l;uhan
Kepatuhan Rp Bagian
Terhadap Organisasi Seluruh
Standar 69.63 | 86.92 | 90.38 19962054.8 Sekretariat SKFD
Pelayanan Melakaanakan Jumlqh . Daerah
Publik coaching clinic coaching clinic
j | come ()} 2 ) 0 2 0 2 0 0 2
petugas Kali petugas
pengelola pengelola
pengaduan pengaduan
pada SKPD pada SKPD




Kegiatan
Utama

Target

Unit/Satuan Kerja

Output Target Penyelesaian 2023 Target Penyelesaian 2024 Pelaksana
. Tahunan
Indikator Bageli Jumlah
Kegiatan ne Rencana Aksi
Utama (2022) Anggaran
2023 | 2024 Satuan Indikator TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | Total | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | Total Koordinator | Pelaksana
Melaksanakan Jumlah
monitoring dan monitoring
evaluasi dan evaluasi
aebagai Kali sebagai 0 7 0 0 7 0 7 0 0 7
persiapan persiapan
penilaian penilaian
kepatuhan kepatuhan
Melaksanakan Jumlah
Workshop Workshop
Budaya Budaya
Pelayanan Pelayanan
Prima bagi Kali Prima bagi 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2
petugas petugas
pemberi pemberi
layanan pada layanan pada
SKPD SKPD
Melaksanakan Jumlah
kegiatan forum kegiatan forum
konsultasi konsultasi
publik (public Kali publik (public 0 2 0 0 2 0 1 1 0 2
hearing) i
standar standar
pelayanan pelayanan
Melaksanakan Melaksanakan
Rapat . Rapat
Koordinasi Kali Koordinasi 2 0 0 1 3 1 1 1 1 4
kinerja SKM kinerja SKM
Survey Melaksanaka Melaksanaka Rp Bagian
Kepuasan o o Organisasi Seluruh
8764 | 89 90 | monitoring dan ; | monitoring 1 2 84,068,00 ”
Masyarakat evaluasi kinerja Kali dan evaluasi 0 1 0 ! 2 0 ! ° 0 Se[l;raemhtanat SKFD
(SKM) SKM Kinerja SKM
Melaksanakan Melaksanakan
sogialisasi Kali sosialisasi (1} V] 0 1] 1) 1 0 1] 0 1
kinerja SKM kinerja SKM




4.2.2. Rencana Aksi RB Tematik

Tabel 4.2 Rencana Aksi RB Tematik

Jenig
Target ouw Target Penyelesaian Target Penyelesaian Kegiatan Unit/Satuan
tput Korja
Tahunan 2023 2024 Aksi
Pelaksana
(Terkait J
Permasalahan | Sasaran | Indikator | T®F€° Rencana langsung an“"l’hw :
* 202|202 "™ |satua|mmammto [T|Z [T T wet | T] T 7] 1ot | menten n | Koord
wlwi w|w wWlw|w|w| "0t | masyaraka inato | Pelak
3 4 n r al al t/ sana
1 2 3 49 1 3 r
stakeholde
r utama)
1. Pengentasan Kemiskinan
Jumlah
Menurunk rehabilita Rp
an rumah . si rumah . Dinso | DPRK
tidak layak Unit tidak 0 0 0 ]38 38 0 0 0 0 0 Terkait 85,000,0 s P
huni layak 0
huni
Persentase
’llc‘erbatas:z; Menurun | kawasan
ewenan kan permukima
Pemerintah 20% | 20% | 25%
Kota gmuh ;lal;‘;muh Kemudaha Jumial
Banjarmasin tertangani n warga i PT.
un warga 67 | 67 | 66 | 65 Air
untuk e 7 7 Minu
mendapat | Ruma |miskin | o0} 15 561081267 1 6| o100 | o [Terkai Rp DpUP | T
. h yang 449 - R
akses air da: 4 |1 6] 8 1 Banda
bersih dan mendapa ;
. t akses rmasi
tarif yang air bersih h
terjangkau




Menurun
nya

pendudu
k miskin

Angka
kemiskinan

4.74

4.35

4.32

Membuat
MoU
dengan
lembaga
sosial
berbadan
hukum
untuk
bekerja
sama
dalam
pengentasa
n

kemiski

MoU

Jumlah
MoU
yang
disepakat
i bersama

Terkait

Rp

Kesra

Selur

SKPD

Menerbitka
n SE Wali
Kota
tentang
percepatan
penghapus
an
kemiskinan
ekstrem
kepada
instansi-
instansi
diluar
Pemerintah
Kota
Banjarmasi
n

SE

Jumlah
SE yang
diterbitka
n

Terkait

Rp

Bappe
dalitb
ang

Selur
uh
instan

si
terkait

Menerbitka
n instruksi
Wali Kota
tentang
percepatan
penghapus
an
kemiskinan
ekstrem
untuk
internal
Pemerintah
Kota
Banjarmasi
n

Fua.:

Jumlah
surat
instruksi
Wali Kota
yang
diterbitka
n

Tidak
Terkait

Bappe
dalitb
ang

Selur
uh
SKPD




Rendahnya
kualitas dan
keterpaduan
database

Tersedia

nya
database

pengenta
kemiskin
an yang
terpadu

1 data

terpadu by
name by

address by

100%

100

100
%

Rekonsilias

% data

idata pendudu
penduduk Per k miskin 10 10 Rp s SKPD
misiin dan | P | yang 0 o |10 0 | ' | Terkait 338,479, | DINA2 | perieny
unBMmbES Eﬁm&ﬁg % % 480 t
ran u
sasaran irkan
Melakukan
profiling
penduduk %
miskin pendudu 10 10 Rp . SKPD
dengan Perse | kmiskin | 0 o010 0 | 20 | Terkait 47,880,0 | Dinas | poryoi
Wm«hﬂ.ﬂ&mmn %mum__w- % ° % ° 00 Sosial t
ta profiling

dari K/L
teknis

% data
Melakukan sasaran
verifikasi yang
dan telah 10 10 Rp . SKPD
validasi Perse | gilokuka | 0 o100}, 0 | 190 | rericait 600,700, | Dinas | ooy
terhadap n |q % % 1o % 000 Sosial [ "7,
data verifikasi
sasaran dan

validasi

Jumlah

Kecamata
Melakukan n yang
monitoring dilakuka
dan Keca | n L Rp Bappe
evaluasi mata | monitorin | 0 0 S 0 0 0 Terkait 32,175,0 | dalitb
data warga n M.BED& 0o ang
miski

data

warga




Masyara
kat .
Untuk usulan | miskin Terpenuhin Jumlah
ya tempat
bantuan sudah | yang Persentase tinggal KPM
harus diinput rumahny yang
H-1, schingga | atidalk | Fomab 100 | 100 | yaoslayak mendapa Rp Dinas | SKPD
Y tidak layak | 100% o o sesuai KPM 0146] 0 0 46 0|26} 0 0 26 | Terkait 1,150,060 . Terkai
ada bantuan layak huni van, Yo Yo standar tkan 0,000 Sosial
yang belum huni dan yang bantuan ' t
bisa termasul tertangani keamanan, RS-
. . kesehatan
diakomodir. dalam d il Rutilahu
data an sosi
DTKS.
Jumlah
KPM
Masyara yangda 15| 29 15| 29
mendapa . SKPD
kat tkan 89|77| 0o |42 89|77 0| 0|42 Terkai omnas | Terkai
miskin bantuan | 9 | 6 916 ost t
yang Persentase Terpenuhin BPNT
Banyaknya ?nizk . KPM yang ya sosial
usulan a “Nm | mendapatk 100 | 100 | kebutuhan bersyarat Rp
permintaan an bantuan | 100% pangan KPM 4,370,88
Rasko dari pantuan | BPNT dan % | % | warga Jumlah 0,000
ketlurahan f PKH sosial kurang KPM
PKH dan
pereyecet e yangda 15|15]116 | 16 16 |16 | 16 | 16
dalam mendapa . SKPD
data tkan 89|60 | 00|00 %5 |oo|oo]ao|oo| | Terkai omnas | Terkai
DTKS. bantuan | 9 | 2|0 | 0 olo|o}fo ost t
PKH
sosial
bersyarat
ih‘ﬂaatsyara Terasahnya
misld keterampil
yang Persentase gnerusaha &Jg;l ah
Kurangnya ;:;mpun wira usaha untuk yang Rp SKPD
jgjaring embrio | binaan 100% | 120 | 150 z"“‘.bgl‘:;': KPM | mendapa | 0 | 0 | 0 |30| 30 | 0o [30| 0| 0| 30 | Terkait 500,000, | 9188 | ericyj
gasil usaha gansaha sosial yang kan taraf u“mbinaa 000 t
mandiri hidup/ pem
d‘“lm”“k kesejahtera
data an
DTKS keluarga




Jumlah
Banyaknya | reriantar | Persentase Tersediaan LKSA
yang LKSA yang
usulan tidak mendapat 100 | 100 | Y2 yang Rp Dinas | SKPD
permintaan . 100% o o permakana | anak | mendapa | 31 | 31 {31 |31 ] 124 | 32 132 | 32} 32 | 128 | Terkait 660,511, . Terkai
Permakan: menerim | bantuan Yo Y% Sosial
an a permal n Anak tkan 000 t
dari LKSA n Terlantar permaka
permaka nan
nan
Jumlah
Banyaknya Anak Persentase KPM
usul Terlantar AT van yang
. yang L yang Tersediany berada di
D endang antuk | Hdek papueien, w3 100 | 100 | @ Sandang luar 10 12 Rp Dinas | SKFD
sandang mendapa 100% | o o | untuk KPM | Panti o}o o|lws]|o|o 0 | 120 | Terkait 51,429,0 8% | Terkai
anak terlantar tkan kebutuhan Yo Yo Anak yang S 0 00 Sosial t
Binaan LKSA . | sandang sandang Terlantar mendapa
yang berada di secara tkan
luar panti yang layak
layak permaka
nan
. Jumlah
ODGJ Persentase Tersediany
g;xgjknya Terlantar | ODGJ yang a ;)a?)(;']
yang mendapatk permakana Rp . SKPD
Terlantaf yang | mendapa | an 100% | 120 | 100 fnuntuk | orang | 71822 | 6o | 60 60 | 60 [ 240 [ 70 [ 70 | 70 | 70 | 280 | Terkait 831,633, | SinA8 | mericyj
ukan | yoon permakana o ° | oDGJ di yang 600 St t
permakanan berada di
layak permaka | n secara Rumah Rumah
secara nan layak Singgah Singgah
Persentase
. Lansia Jumiah
yansia o | Terlanter, Lansia
Banyaknya dan Disabilitas, Tersediany Terlantar,
usulan Disabilita Gepeng a Disabilita
permintaan s dan Anak Permakana s, Gepeng Rp SKPD
permakan an TerlantarTe 100 | 100 | n Untuk dan Anak 42 42 . Dinas f
untuk Lansia Terlantar rlantar 100% | o, % | Lansia orang | o antar 0 {50 ) S50]520]| 0 | S0 o | 50| 520 | Terkait (1)3(5),312, Sosial Tex;km
Terlantar dan ﬁ:fda a | Yane Terlantar, yang
Disabilitas i P mendapatk Disabilitas mendapa
Terlantar ] an Terlantar tkan
gan permakana permaka
n secara nan

layak
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Jumlah

Melakukan SDM
kerja sama terkait
dengan pengenta
pihak san
. eksternal kemiskin
imd . 1 | 1 |dalam an yang
proses | rersedia 1| Dok | Dok | Peninghata mengikut Tidak Rp Bkp | SKFD
bisnis probis Doku ame | ume | P ) Orang | i Diklat Terkait 39,248,0 Diklat Terkai
yang terpadu men a n koml_:etenm Penyusu 00 t
u telmis dan nan
terpad manajerial Proses
SDMA Bisnis
pengentasa Pengenta
n san
kemiskinan Kemiskin
an
2. Peningkatan Investasi
DPMP
TSP,
Tersedian DTSko
ya Peta minfo,
Meningk potens! dats
atn Jumlah Investasi
ya Doku | dan . DPMP | 8ug
Kemamp | Peta men | Peluan Terkait Tsp | DKFS,
uan Pontensi 8 Disper
. ' . Berusaha Sp
Rendahnya Pemerint | Investasi Tersediany Kota dagin,
kemampuan ah Daerah a peta Banjarma Keca
Pemda dalam Daerah yang potensi sin J R matan
mengidentifika | dalam diupdate Datab 1 1 investasi 55 ogo 0 /
si dan menjual | Mengide | dan ase yang '00 ' Kelura
potensi ntifikasi | tersedia di faktual dan han
investasi dan website mudah Jumlah
daerah Memasar | DPMPTSP diakses SDM
kan dan Kompete
e s s
vestasi aer: m san . i
Daerah SDM | akan gk DPMP (;&M;hu
pemetaan erkait TSP ruen
peta Tinggj)
potensi
investasi

daerah




Persentase promosi
investor potensi Form
yang investasi, profil . Rp
berkomiten | 6% | 3 | 5 |forum Juml | rinat 1|11 fof 311 ]1]o]| 3 |Tdak 317,167, | DFMP | DPMP
untuk bisnis, ah Penanam Terkait 200 TSP TSP
melakukan FGD an Modal
investasi strategi
promosi
jumlah DPRD
Penyusuna tersusun /Bagi | DPRD
n perda Juml { nya Rp an /Bagi
insentif ah perda ojJ]oj]o 1 1 ojJojo] o 0 | Terkait i Huku an
penanama perda | insentif m/SK | Huku
n modal penanam PD m
an modal teknis
SKPD
Teknis
Pemanta Rp P Q“H eg
uan Tidak DPMP
Penanam 0 V] 2 1 3 ] 2 1 0 3 Terkait ww.oco.o TSP nﬂm
an Modal
akses
. Meningkat turun
zmn..uﬁn kanya 1.154 ~.&~m _.m: an
investasi | Realisasi | Trilyu | o | oy SKPD
daerah investasi n n | Terlaksana Teknis
daerah yun | yu . /
nya Pembinaa Rp pemeg
Pegendalia | Kegiat | n Tidak DPMP
n an Penanam o471} 2 13 0417 2 13 Terkait wm.w.ow.\. TSP Mmm
Penanama an Modal 1
n Modal
turun
an
SKPD
Teknis
Pengawas /
an Tidak Rp DPMP | PEmeE
Penanam 101010110} 40 |[10]10]10] 10| 40 Terkait 190,371, TSP ang
700 hak
an Modal 1
turun




Rendahnya
kualitas
penyelenggara
an pelayanan
perizinan

Meningk
atnya
Kualitas
Penyelen
ggaraan
Pelayana
n

Perizinan

Meningkat
kan
Kepatuhan
Hasil nl emmma Pemenuh
Penilaian o, | 100 | 100 | Penilaian | Perse | 2% . 10 | ;00 101 100 | Tidak
Mandiri 100% o o AP kriteria o 0 o 0 o .
. o % | Kinerja ntase P o % o % | Terkait
Kinerja kinerja Yo %
PTSP Layanan PTSP
Investasi
{Pemenuha
n Kriteria
Berdasarka
n Permen
Investasi/K
epala
BKPM No.
2 Tahun
2022
tentang Pemenuh
Penilaian g
. Kinerja iteria
Penilaian Padan | perse | Pereon 17 Tidak
- Kinerja se cepata i
%g“d.': % 178 PPB Pemda | ntase | n 8 o1 0 01 O | Terkait
PPB Pemda dan K/L. Pelaksan
aan
Berusaha
(PPB)
Meningkat Laporan
Ketepatan kan Hasil monitorin
waktu ., | 100 | 100 | Implement 1, o | 8daR 10 {400 101 100 | Tidax
layanan % o asi evaluasi 0 0 o 0 o :
4 % Yo . an o Yo o Yo | Terkait
{Bidang Pa Kebijakan ketepata %o %
Faidillah) Pelayanan n waktu
Perizinan layanan

Rp
271,675,

DPMP
TSP

Diklat

DPMP
TSP

SETD

DPMP
TSP,
BKD

Diklat

SKPD
TEKNI

TERK

DPMP
TSP

SETD

DPMP
TSP,
DISK
OMIN

FO,

SKPD

TEKNI

TERK
il
INSPE

KTOR
AT




revisi

SOP . SKPD
Tidak DPMP .
SOP | Pelayana 0 2 0 0 . Terkai
a Terkait TSP t
perijinan
SETD
A,
DPMP
TSP,
: Hasil DISK
Survei ) Penilaian OMIN
i Mandiri 3 3 Tidak e
Anti . . i DPMP | SKPD
Korupsi Skor 3.9 | 3.95 Skor :c:;ll)ang 9 3.9 a5 3.95 Terkait TsP | TEKNI
(Bidang Ibu Meningkat Zona s
Rahmi) kan Integritas TERK
kepuasan AIT
masyaraka PPB,
t terhadap INSPE
pelayanan KTOR
AT
Laporan
tindak
Survei lanjut SKPD
Kepuasan 90.2 | 90.5 Lapor | hasil . DPMP )
Masyaraka Skor 6 0 an survei 1 2 0 0 | Terkait TSP Terkai
t kepuasan t
masyarak
at
Melaksana geulakumlah
kan Usaha .
100 | 100 | Pengawasa | Lapor yang di 7 26 7 26 Tidak DPMP | DPMP
Meningk % % | n Kepada an lakul Terkait TSP TSP
atnya Pelaku peng
Kepatuh | Persentase Usaha an awas
Rendahnya an Peningkata Melakukan
Kepatuhan | Pelapora | n % Pembinaan 464,339
Pelaporan n Kepatuhan kepada Jumlah 2§° ’ DPMP
LKPM Laporan | Pelaporan Pelalc Pelaksan TSP
Kegiatan | LKPM : aan denga
Penanam 100 | 100 | Usaha Kegial | Bimte 5 10 5 10 | Terkait DPMP | ™n
an Modal (] (] m ! u1 dan TSP Pelak
kegiatan Sosialisas u
Bimbingan i
Teknis / Usaha

Sosialisasi




Evaluasi,

ll:d:nnmgkat ;innﬁkas;
Ketepatan aian DPMP
100 | 100 | informasi | Lapor [ LM Tidak DPMP | TSP
% % | Laporan an Pelal Terkait TSP P u
Kegiatan
Penanama g::ﬂhf Usaha
n Modal Menenga
h
3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Stunting)
Jumlah
kegiatan
koordina
si dengan .
Koordinasi tim gmaﬁ
dengan tim | Kegiat | penangan Tidak Rp ese
penangana an an Terkait - Bt::k
n Stunting Stunting BEM
terkait
sistem
informasi
Stunting
Jumlah
P::t;: atan dokumen Dinas
Tersedia gisnis Doku | Proses Tidak Rp Keseh
Belum adanya Jumlah ist bisnis Terkai . atan,
sistem nya sistem suistem men | sistem erkait - Disko | pppy
) . sistem : . - 1 informasi N . minfo
informasi informasi informasi Stunting informasi tike BPM
Stunting Stuntin Stunting Stunting
& Pembuatan Jumleh Dinas
sistem Aplik | &P likasi Tidak R Keseh
informasi asi | Sistem Terkait P atan,
Stuntin informasi DPPK
8 Stunting BPM
Dinas
Jumlah Keseh
T kegiatan atan,
tsn"’;;hex? _ | sosiatisas Rp DPPK
sistem Kegiat | i Tidak 3.300.00 BPM,
inf R an mengenai Terkait v Keca
0!1]5!881 sistemn Y matan
Stunting informasi dan
Stunting Kelura

han




Melaksana

Meningk lal
Masih atnya Cakupan kan ; :elaﬁ.han
pelatihan | keterisian pelatihan
kurangnya 100 elol ; pengelola
engelolaan pengelola | data 75% | 75% pengelolaa | Kegiat | ° "o 0 . R
pengelolaat an data ikasi % | ndata/ an I / 0 2 Tidak p SKPD
d a aplikasi . Y 2 2 DPPK
ata stunting penderita | stunting sistem sistem Terkait 77,458, ppm | Terkai
ting informasi informasi 000 t
stuntmg stunting
Terlaksan
Keterbatasan Meningk anya
SDM dan atnya Cakupan evaluasi
Sarana kualitas | ketersediaa Mengadaka dan
komputer ketersedi | n data g Pel;nhtml‘( K monitorin
dalam aan data | aplikasie- | 100% | 80% | 859 | 930 Bimtek | Kegiat | g terkait . .
menjalankan Aplikasi Pll)’GBM ’ 3 * | datem an | kevalidan 1 4 1 4 | Didak 2 oo pinas | SKPD
Aplikasi e- e-PPGBM | dan e- menjalank data Terkait 5.000.0 | Keseh | Terkai
PPGBM dan E- | danE- | Kohort an aplikasi aplikasi atan t
Kohort Kohort e-PPGBM
dan E-
Kohort
Masih
terdapatnya
lembaga PAUD .
HI yang belum l;d;mn gk
bekerjasama Lemyg
dengan aga
posyandu PAUD Peserta
salah satu yang Persentase perwakila
syarat agar mengem | PAUD yang Il\ldengadaka ;1
SR+ ban| mengemba e embaga
gtl:ﬁ%iitr]kan Peﬂm ngkagn 55% | 55% | 88% | Sosialisasi | Orang | yang 16 160 16 Tidak Rp Dinas | SKPD
scbagai an Anak | memjact e mengikut ° 0 160 | orkait 444610 | Pendi | Terkai
dikan t
ieﬁnbaga PAUD Holisti} s0 sialisas
den gannm & Integratif 1
melakukan (PAUD
kerjasama Hi)
dengan
posyandu

4. Penggunaan Produk Dalam Negerl




Melakukan
. Jumlah Pendidikan
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4.3. Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka
perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim
yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh
rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah
ditentukan. Tim dimaksud adalah Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan
Keputusan Wali Kota.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perubahan Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024 disebutkan bahwa untuk pelaksana reformasi birokrasi
level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan
bahwa program-program mikro Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara
massif dan komprehensif oleh semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota

Banjarmasin.

Tim atau unit pengelola RB tersebut akan berperan sebagai penggerak,
pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB di pemerintah daerah beserta
jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari tim atau unit pengelola RB instansi
ini adalah :

1) Merumuskan Road Map pelaksanaan RB di lingkungan instansi dan unit
kerja;

2) Melaksanakan Road Map RB dan program-program prioritas di setiap
pemerintah daerah serta unit kerja;

3) Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan
baik;

4) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RB di
instansi dan unit kerjanya; dan

S) Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang
dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program RB Internal pemerintah
daerah berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai
unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit
kerja sehingga program RB internal dilaksanakan secara bersama-sama dan
kolaboratif.



Adapun susunan tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin

yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota, sebagai berikut :

Tabel 4.3 Susunan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi General Pemerintah
Kota Banjarmasin Tahun 2023

NO

JABATAN

JABATAN DALAM TIM

1. Wali Kota
2. Wakil Wali Kota

Pengarah

Sekretaris Daerah

Penanggung Jawab

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan

Ketua

Kepala Bagian Organisasi

Sekretaris

Asisten Il Bidang Administrasi Umum

Koordinator Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
General

Inspektur

- Koordinator
Pembangunan Zona
Integritas

- Koordinator Penguatan
Implementasi SPIP

- Koordinator Penguatan
Upaya Pencegahan
Korupsi

Kepala Badan Pengelolaan keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah

Koordinator Penguatan
Pengelolaan Keuangan
dan Aset

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
dan Pendidikan Pelatihan

- Koordinator Penataan
JabatanFungsional

- Koordinator Penguatan
Manajemen Talenta
ASN

- Koordinator
Pengelolaan Kinerja
Pegawai ASN

- Koordinator Penguatan
SistemMerit

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik

- Koordinator
Pelaksanaan Arsitektur
SPBE

- Koordinator
Pelaksanaan Data
Statistik Sektoral




NO

JABATAN

JABATAN DALAM TIM

- Koordinator Penguatan
Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat

10.

Kepala Dinas Penanaman Modaldan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Koordinator
Pelaksanaan Pelayanan
Publik Digital

- Koordinator Pelaksanaa
Pelayanan Publik Prima

11.

Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan

Koordinator Pelaksanaan
Arsip Digital

12,

Kepala Bagian Hukum

- Koordinator
Pelaksanaan Tata
Kelola Kebijakan Publik

- Koordinator
Pelaksanaan
Pembentukan
Peraturan Perundang-
undangan

13.

Kepala Bagian Pengadaan
Barang/Jasa

Koordinator Penguatan
Barang dan Jasa
Pemerintah

14.

Kepala Bagian Organisasi

- Koordinator
Penyederhanaan
Struktur Organisasi

- Koordinator
Pelaksanaan SAKIP

- Koordinator
Penyusunan Sistem
Kerja

- Koordinator
Pelaksanaan Core
Values ASN

15.

Seluruh Kepala SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarmasin

Anggota

Tabel 4.4 Susunan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah
Kota Banjarmasin Tahun 2023

NO JABATAN JABATAN DALAM TIM
Pengentasan Kemiskinan
Koordinator
1. | Kepala Dinas Sosial Pelaksanaan Tematik
Pengentasan
Kemiskinan




Kepala Badan Perencanaan

2. | Pembangunan Daerah, Penelitian dan Anggota
Pengembangan
3. | Inspektur Anggota
4 Kepala Badan Pengelolaan Keuangandan Anggota
" | Aset Daerah
5 Kepa!a.Badan Kepega-waian Daerah, Anggota
| Pendidikan dan Pelatihan
6. | Camat se-Kota Banjarmasin Anggota
Peningkatan Investasi
Koordinator

Kepala Dinas Penanaman Modal

1. - Pelaksanaan Tematik
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peningkatan Investasi
Kepala badan Perencanaan

2. | Pembangunan Daerah, Penelitian dan Anggota
Pengembangan

3. |Inspektur Anggota

Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penanganan Stunting)
Koordinator
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, qua}ks.anaa.\n Tematik
1. dan Statistik Digitalisasi
Administrasi
Pemerintahan

2. | Kepala Dinas Kesehatan Anggota
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Anggota

3. | Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
masyarakat

4 Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Anggota

" | Kawasan Permukiman
5. | Kepala BKD, Diklat Anggota
6. | Camat se-Kota Banjarmasin Anggota
Pengendalian Inflasi
Koordinator

Kepala Dinas Perdagangan dan

1. . . Pelaksanaan Tematik
Perindustrian Pengendalian Inflasi
Kepala Badan Perencanaan

2. | Pembangunan Daerah, Penelitian dan Anggota
Pengembangan

3. | Kepala Dinas Perhubungan Anggota
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,

4. Pertanian dan Perikanan Anggota

S. |Inspektur Anggota
Kepala Bagian Ekonomi dan SDA

6. Sekretariat Daerah Anggota

Penggunaan Produk Dalam Negeri
Koordinator

1.

Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian

Pelaksanaan Tematik
Penggunaan PDN




2. | Inspektur Anggota

Kepala Badan Kepegawaian Daerah,
Pendidikan dan Pelatihan

Kepala Badan Perencanaan

4. | Pembangunan Daerah, Penelitian dan Anggota
Pengembangan

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa Setda

Anggota

Anggota

4.4. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di internal
baik pada capaian output (keluaran) maupun outcome (hasil) dilakukan oleh
Inspektorat. Adapun untuk waktu pelaksanaan monitoring dilakukan secara
triwulan, dan evaluasi dilakukan melalui pelaporan hasil evaluasi oleh
Inspektorat.



